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MOTTO 

نَِث وََ ز لََادَِب عََ َلَِبَ ق َ َنَ مََِبمَذَ عَ مَ َنَ لَ مَ عَ ي َ َل َ َهَِمَِلَ عَِبََِالِمَعَ ف َ :َدَِبَ َلزَُّ فََِلَ قاَ   
Dikatakan dalam Kitab Zubad: Seseorang yang berilmu namun tidak 

mengamalkan ilmunya, maka ia akan disiksa sebelum penyembah berhala.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Husain Ibnu Ruslan, Shofwatuz Zubad 

(Yogyakarta: Ma’had Karo Bayak Al-Islamy, 2020), 2. 
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ABSTRAK 

Khoirul Umam, 2025: Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten 

Jember. 

Kata kunci: Implementasi Surat Edaran, Perkawinan Anak, Kabupaten Jember 

 

Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan tingkat perkawinan anak 

tertinggi di Jawa Timur. Pada kurun tahun 2020-2023, Kabupaten Jember 

menempati posisi pertama perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Hal ini juga 

menjadikan Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama perkawinan anak di 

Indonesia pada tahun 2022. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Timur 

mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 

tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Surat edaran ini berisi himbauan 

pencegahan perkawinan anak yang ditujukan kepada pemerintah tingkat 

kabupaten/kota hingga Ketua RT di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur, termasuk 

Kabupaten Jember. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya pemerintah 

Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021? 2) Bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa 

Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori 

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle?. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui upaya pemerintah 

Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021. 2) untuk menganalisis implementasi Surat Edaran 

Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember 

perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan penelitian. 

Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data 

dan penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif. 

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) upaya Pemerintah 

Kabupaten Jember dalam menyikapi SE Gubernur Jatim adalah melalui 

pembentukan regulasi lokal serta program-program pencegahan perkawinan anak. 

2) implementasi SE Gubernur Jatim di Kabupaten Jember dalam prespektif teori 

impelementasi kebijakan Merille S. Grindle dipandang dari dua variabel yakni 

variabel isi kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan di Kabupaten Jember 

telah mencakup isi himbauan dalam SE Gubernur Jatim serta variabel lingkungan 

implementasi yang telah menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antar 

stakeholder meskipun dalam tingkat akar terdapat komunikasi yang kurang baik, 

sehingga pelaksanaan pencegahan perkawinan anak kurang bisa berjalan di 

tingkat RT dan RW. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Agama Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang 

sangat besar tehadap fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dimana 

hakikatnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. 

Kebutuhan manusia terhadap lingkungan sosial menjadikannya tidak dapat 

berdiri sendiri dan akan selalu bergantung pada lingkungan sekitarnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 1: 

ةٍَوَ  َٱت  ق ولَ۟ر ب ك م َٱز ذِىَخ ل ق ك مَمِ نَن  ف سٍَوٓ حِد  َمِن  ه مَ يَ أٓ ي  ه اَٱزن اس  ه اَو ب  َّ   َ َمِن  ه اََ و   َ ل  اَخ 
 َ َبِهِۦَو ٱل  ثِيرالَو نِس اأءاََۚو ٱت  ق ولَ۟ٱللَّ  َٱز ذِىَت س اأء ز ون  كَ  الًا  َ كَ ان َع ل ي ك م َرَ رِ يبااقَِر ح ا  ََۚنِن َٱللَّ    

Artinya:  Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.1 

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan perhatian 

dan kasih sayang orang lain. Sifat tersebut dibutuhkan manusia untuk 

melanjutkan kehidupan dan melanjutkan keturunannya. Demi melanjutkan 

kehidupannya, manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya 

terkhusus dengan lawan jenisnya. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan 

merupakan hakikat dari manusia itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13: 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2009), 77. 
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ع ل نٓك م َش ع وباَ  َ رٍَو أ ن  ثٓىَو  َذ ك  َخ ل ق نٓك م َمِ ن  َنِنَّ  َنِن َأ كَ  َۚ  َو ق  ب األِل َزعِ  ع ار ف  وأليَأٓ ي  ه اَلزن اس  ر م ك م 
َأ ت  قٓىك مَ  َلللَِّ  بِيرمَ َۚ  عِن د  نِن َلللَّ  َع لِيممَخ   

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

(golongan) laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Teliti.2 

Allah SWT menciptakan perbedaan dalam diri manusia dengan tujuan 

agar manusia dapat saling berinteraksi dan menjalin hubungan demi 

terciptanya kehidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Bentuk 

interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang tidak melanggar ketentuan Allah 

dan Rasul-Nya, yakni interaksi yang menimbulkan suatu hubungan timbal 

balik dalam hubungan yang diperbolehkan oleh syariat. Salah satu bentuk 

hubungan yang diperbolehkan oleh syariat adalah perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan.3 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) 

mendefinisikan perkawinan sebagai “hubungan lahir dan batin yang tercipta 

antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk 

sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Sejalan dengan ini, perkawinan dalam pasal (2) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai “suatu akad pernikahan 

                                                             
2 Depag RI, Alquran dan Terjemahannya, 517. 
3 Busriyanti, Fiqih Munakahat (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2. 
4 Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 1. 
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yang amat kuat (mitsaqan ghalidzan) dengan tujuan melaksanakan perintah 

Allah”.5  

Dari kedua definisi ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan 

hubungan pria dan wanita dalam ruang lingkup keluarga berdasarkan suatu 

akad yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang bertujuan 

menciptakan hubungan keluarga yang kekal dan bahagia selama-lamanya yang 

berdasar pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai pancasila. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, UU No. 1 Tahun 1974 

mengalami banyak problematika dalam pelaksanaannya. Problematika tersebut 

diantaranya adalah adanya perkawinan anak dibawah umur atau sering dikenal 

dengan perkawinan anak. Demi menjawab problematika ini diundangkanlah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 (UU No. 16 Tahun 2019) tertuang pengaturan mengenai 

batas minimal usia perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 7 “Perkawinan 

hanya dapat dilaksanakan apabila pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah 

berusia 19 tahun pula”.6  

Perubahan undang-undang ini didasarkan pada ketentuan pasal 28B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

1945) yang memberikan jaminan atas hak setiap masyarakat Indonesia dalam 

membentuk hubungan keluarga demi melanjutkan keturunan melalui ketentuan 

                                                             
5 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, pasal 2. 
6 Setneg RI,  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). 
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perkawinan yang sah. Pasal 28B juga memberikan perlindungan atas hak anak 

dalam melangsungkan hidupnya dan penjaminan atas kebebasan anak dalam 

bertumbuh dan berkembang, serta perlindungan anak dari tindakan 

diskriminasi dan kekerasan.7  

Fenomena perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi dalam 

kehidupan masyarakat karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya adalah faktor keagamaan, ekonomi dan sosial. Disamping itu pula, 

masih minimya kesadaran masyarakat akan batasan usia perkawinan yang 

sudah diatur oleh pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2019. 

Hal ini didasarkan bahwa pada umumnya usia pasangan suami istri 

yang masih muda berdampak pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan 

dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang telah dibina sering goyah 

dalam menghadapi suatu masalah karena kurangnya pengetahuan dan 

ketidaksiapan menanggung beban sebagai suami istri. Maka sebelum 

memasuki kehidupan pernikahan diharapkan terlebih dahulu memikirkan 

kehidupan setelah menikah dengan mempersiapkan kondisi jasmani dan rohani 

agar dapat terwujud tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal serta sakinah, 

mawaddah dan rahmah.8 Dari dampak pernikahan dibawah umur tentunya 

menjadi pertimbangan bagi setiap pasangan dan orang tua khususnya. 

                                                             
7 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Keterangan Tertulis Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Perkara Nomor 24/Puu-

Xx/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap UUD NRI 

1945”, Komnas Perempuan, 2022, https://komnasperempuan.go.id/download-

file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%

20yang%20sah. Diakses pada 12 Oktober 2024. 
8 KamallMuchtar,lAsas-asassHukumIIslamlTentanggPerkawinann(Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), 44. 

https://komnasperempuan.go.id/download-file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah
https://komnasperempuan.go.id/download-file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah
https://komnasperempuan.go.id/download-file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah
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Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ditemukan 

bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 angka perkawinan 

anak di Jawa Timur dinilai masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 

17.151 kasus perkawinan anak di bawah umur. Tahun 2022 angka ini turun 

menjadi 15.095 kasus dan turun kembali pada tahun 2023 dengan 12.334 kasus 

perkawinan anak.9  

Dari angka ini, setidaknya terdapat lima kabupaten/kota yang 

menempati urutan tertinggi dengan prosentase perempuan usia 10 tahun ke atas 

di Jawa Timur dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun yakni pertama 

Kabupaten Bondowoso dengan prosentase sebesar 43,04% pada tahun 2020, 

44,52% pada tahun 2021 dan 45,83% pada tahun 2023. Kedua, Kabupaten 

Probolinggo dengan prosentase sebesar 40,63% pada tahun 2020, 44,04% 

tahun 2021 dan 41,61% tahun 2023. Lalu urutan ketiga ditempati Kabupaten 

Situbondo dengan 38,35% pada 2021, 38,07% pada 2022, dan 37,99% pada 

2023. Kemudian pada urutan keempat terdapat Kabupaten Jember dengan 

angka tahun 2021 33,33%, tahun 2022 33,80% dan tahun 2023 32,91%. 

Selanjutnya Kabupaten Lumajang menempati posisi kelima tertinggi dengan 

prosentase 21,03% tahun 2021, 26,92% tahun 2022 dan 29,98% pada tahun 

2023.10 

                                                             
9 Administrator, “Masif Lakukan Pencegahan, Pj Gubernur Adhy: Angka Perkawinan Anak di 

Jatim Terus Turun Signifikan,” DP3AKB Provinsi Jawa Timur, 20 April, 2024, 

https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Ting

gi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.334. Diakses pada 12 Oktober 2024. 
10 Administrator, “Bojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi 

di Jawa Timur,” Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, 15 Juni, 2023, https://www.pa-

bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-

Tertinggi-di-Jawa-Timur. Diakses pada 12 Oktober 2024. 

https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Tinggi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.334
https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Tinggi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.334
https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-di-Jawa-Timur
https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-di-Jawa-Timur
https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-di-Jawa-Timur
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia (Kementrian PPPA) merilis angka dispensasi perkawinan 

terbesar di Indonesia pada tahun 2022 berada di Provinsi Jawa Timur dengan 

15.095 kasus.11 Berdasarkan angka tersebut, Kementrian PPPA menilai bahwa 

pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dengan memberikan langkah-

langkah membangun dengan membuat regulasi ataupun himbauan kepada 

seluruh lapisan masyarakat demi menekan angka perkawinan anak dibawah 

umur.  

Dalam menanggapi tingginya angka permohonan dispensasi 

perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 Khofifah Indar 

Parawansyah selaku Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran 

Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 (Segub Jatim No. 

474/2021) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Surat Edaran ini memuat 

enam langkah pencegahan perkawinan anak yang berisi himbauan kepada 

seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetatangga (RT) hingga 

bupati untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dengan tidak 

memberikan dukungan kepada anak dibawah umur untuk melakukan 

perkawinan.  

Surat edaran ini juga memuat anjuran kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk dapat melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun demi 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Kemudian, 

                                                             
11 Miftahul Huda dan Krisiandi, “856 Dispensasi Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi 

masih 5 besar di Jatim,” Kompas.com, 19 Januari, 2023, 

https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-

lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar. Diakses pada 12 Oktober 2024. 

https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar
https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar
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Gubernur Jawa Timur juga menghimbau untuk membentuk Pusat Pembelajaran 

Keluarga (PUSPAGA) di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) 

kecamatan.12 

Namun dalam pelaksanaannya, surat edaran ini belum dapat 

dilaksanakan secara baik oleh seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan 

jajarannya yang merupakan pihak yang dituju oleh surat edaran ini. Sehingga 

dalam pelaksanannya, pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur 

masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan himbauan 

Gubernur Jawa Timur.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

hanya terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah dapat 

melaksanakan surat edaran ini dengan baik melalui regulasi atau aturan yang 

dibuat oleh bupati/walikota yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat Kota 

Surabaya dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang 

Pencegahan Perkawinan Anak, selanjutnya Kota Probolinggo dengan Peraturan 

Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pencegahan 

Perkawinan Pada Usia Anak, dan Kabupaten Lumajang dengan Peraturan 

Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia 

Anak.  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, perkawinan anak di 

bawah umur di Provinsi Jawa Timur tergolong sangat tinggi dengan lima 

kabupaten/kota yang menduduki prosentase tentinggi perkawinan pada usia 

                                                             
12 Gubernur Jawa Timur, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021  

tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 
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anak yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 

Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang.  

Namun, yang menjadi perhatian khusus peneliti dalam hal ini adalah 

Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan 

kabupaten yang memiliki prosentase pendidikan serta ekonomi yang cukup 

tinggi dibanding lima kabupaten yang lain serta belum adanya regulasi atau 

peraturan khusus yang mengatur terkait pencegahan perkawinan anak di 

Kabupaten Jember.  

Berdasarkan data yang ditemukan, angka perkawinan anak di 

Kabupaten Jember pada tahun 2021 mencapai 1.379 kasus. Pada tahun 2022 

terjadi penurunan pada angka 1.364 kasus13, pada tahun 2023 terjadi penurunan 

pada angka 1.362 kasus14, sedangkan pada tahun 2024 per bulan Juli tercatat 

terdapat 559 kasus.15 Dimana berdasarkan data ini menjadikan Kabupaten 

Jember sebagai kabupaten yang selalu masuk dalam jajaran tiga 

kabupaten/kota tertinggi angka perkawinan anak di Jawa Timur.  

Akan tetapi, dengan tingginya angka perkawinan anak ini, hingga saat 

ini Kabupaten Jember belum memiliki regulasi khusus yang mengatur 

mengenai permasalahan ini. Kabupaten Jember hanya memiliki Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang didalamnya 

                                                             
13 Safitri, “Angka Pernikahan Anak di Jember Masih Tinggi,” Radar Jember.id, 5 Mei, 2023, 

https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-

tinggi. Diakses pada 12 Oktober 2024. 
14 M. Rizki, “Di Jember Sepanjang 2023 Terbit 1.362 Dispensasi Pernikahan Anak,” 

Kumparan NEWS, 21 Februari, 2024, https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-

2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full. Diakses pada 11 Oktober 

2024. 
15 Joko Sutriswanto, “Pencegahan Perkawinan Anak,” Diseminarkan pada acara Training Of 

Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5 

Juli, 2024. 

https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi
https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi
https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full
https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full
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tidak mengatur secara spesifik mengenai percegahan perkawinan anak. 

Peraturan daerah ini hanya memuat himbauan untuk melakukan pencegahan 

perkawinan anak di beberapa pasalnya yakni pasal 14, pasal 21, pasal 27 dan 

pasal 46.  

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal. Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua 

variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yakni isi kebijakan 

dan lingkungan implementor. Dari dua variabel besar ini terdapat variabel 

turunan lain yakni manfaat kebijakan, tujuan serta kekuasaan dan kewenangan 

pemerintah pembuat kebijakan.16 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, peneliti sangat tertarik untuk 

mengetahui dan membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan surat edaran 

Gubernur Jawa Timur dalam mencegah perkawinan anak di wilayah kerja 

Kabupaten Jember. Mengingat angka perkawinan anak di Kabupaten Jember 

masih relatif tinggi dan tidak menunjukkan penurunan angka yang signifikan. 

Adapun judul pembahasan yang peneliti angkat yaitu “Implementasi Surat 

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan 

Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Jember”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian penelitian yang menyajikan fokus 

permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian dan dicari jawabannya 

                                                             
16 Joko Pramono, Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unisri 

Press, 2020), 4. 
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melalui proses penelitian yang dilakukan.17 Adapun fokus penelitian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat 

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021? 

2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori implementasi 

kebijakan Merilee S. Grindle? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah penelitian yang 

akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian umumnya 

merupakan jawaban atas masalah-masalah yang disajikan dalam fokus 

penelitian sebelumnya.18 Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti 

merumuskan tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi 

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021. 

2. Untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 

Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori 

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan uraian tentang kontribusi penelitian 

terhadap peneliti maupun terhadap pembaca hasil penelitian. Secara umum, 

manfaat penelitian terbagi menjadi dua jenis, yakni manfaat teoritis dan 

                                                             
17 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 

2024), 29.  
18 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 30. 
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manfaat praktis.19 Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas, 

peneliti merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

ranah perkawinan anak yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat 

Indonesia sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta dapat menjadi acuan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang sejenis dengan 

penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan 

wawasan keilmuan pada bidang yang ditekuni peneliti dan memberikan 

pengalaman dan pemahaman kepada peneliti terkait peran pemerintah 

dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui Segub Jatim No. 

474/2021. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan ilmu pengetahuan utamanya dalam hal pencegahan 

                                                             
19 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 46. 
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perkawinan anak bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat umum tentang pentingnya peran masyarakat dalam 

pencegahan perkawinan anak utamanya masyarakat yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Jember. Disamping itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh 

terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan masyarakat 

yang sejahtera dan makmur.   

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran kepada pemerintah dalam merumuskan regulasi atau peraturan 

dalam masyarakat utamanya dalam hal pencegahan perkawinan anak. 

E. Definisi Istilah 

1. Implementasi Surat Edaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi 

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu yang telah 

disepakati.20 Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris 

to implement yang berarti mengimplementasikan. Impelementasi merupakan 

suatu pelaksanaan aturan, kebijakan maupun keputusan yang menimbulkan 

suatu dampak dan akibat terhadap peristiwa tertentu. Pelaksanaan aturan 

                                                             
20 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti kata implementasi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI),” https://kbbi.web.id/implementasi. Diakses pada 29 Januari 2025.  

https://kbbi.web.id/implementasi
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tersebut dapat berupa undang-undang dan turunannya serta keputusan badan 

peradilan maupun kebijakan lembaga pemerintahan.21 Dalam teori 

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan pelaksanaan suatu 

kebijakan diukur berdasarkan dua variabel besar yakni isi kebijakan dan 

lingkungan implementasi. 

Sedangkan surat edaran merupakan surat yang dibuat oleh pejabat 

tertentu dengan tujuan untuk menghimbau, mengarahkan, menginstruksikan 

dan merekomendasikan atas suatu perintah tertentu. Surat edaran tidaklah 

memiliki kekuatan hukum mengikat, karena surat edaran tidak masuk dalam 

kategori perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) dan hanya berisi 

tentang pemberitahuan mengenai hal tertentu yang bersifat urgent dan 

mendesak.  

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa  

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank 

Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.22  

 

                                                             
21 Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap,  “Implementasi Pembangunan 

Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan 

Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volome 1 No. 1 (2018): 3, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950. 
22 Setneg RI,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1). 
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Pasal ini menjelaskan bahwa disamping produk peraturan-

perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 

terdapat juga peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara berupa 

penetapan, keputusan, surat edaran dan produk hukum lainnya seperti Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan surat edaran Gubernur maupun 

Bupati/Walikota. 

Berdasarkan Pasal 1 Butir 43 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 

55 Tahun 2010 (Permendagri No. 55 Tahun 2010) surat edaran merupakan 

naskah dinas yang memuat tentang pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau 

petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan 

mendesak. Secara singkat, surat edaran dapat diartikan sebagai surat 

pengantar suatu produk kebijakan yang di dalamnya tidak mengatur 

mengenai perubahan, pemenambahan, ataupun upaya anulir terhadap 

peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap 

utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari surat edaran yang 

dimaksud.23 

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimaksudkan dengan 

judul penelitian ini adalah impelementasi Segub Jatim No. 474/2021 

dipandang dalam teori impelementasi kebijakan Merilee S. Grindle dengan 

meneliti variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi melalui 

                                                             
23 Garry Fischer Silitonga, “Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat 

Edaran dalam Perundang-undangan,” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 9 Juni, 2022, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-

legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-

undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20da

ri%20surat%20edaran. Diakses pada 11 Oktober 2024. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran
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program dan regulasi lokal Kabupaten Jember untuk mengetahui 

pelaksanaan Segub Jatim No. 474/2021 sebagai upaya menekan angka 

perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

2. Perkawinan Anak  

Perkawinan anak adalah pernikahan dimana salah satu pasangan baik 

laki-laki dan perempuan belum mencukupi aturan usia untuk bisa 

melakukan pernikahan. Dalam undang-undang dijelaskan terkait batasan 

usia yaitu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 pernikahan hanya 

diizinkan apabila laki-laki mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 

sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.24 

Penetapan batas usia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 

No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia diperbolehkan menikah yaitu bagi laki-

laki telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah 

mencapai usia 16 (enam belas) tahun.25 Dari pasal tersebut banyak 

permasalahan yang muncul terkait keadilan dan pelanggaran pada hak anak. 

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah setiap 

orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.”26 

Secara yuridis, laki-laki dan perempuan diizinkan melaksanakan 

pernikahan bila sudah berumur 19 tahun. Maka, jika terdapat laki-laki dan 

                                                             
24 Setneg RI , UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7. 
25 Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1). 
26 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1). 
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perempuan menikah dibawah batas usia yang susah ditentukan oleh undang-

undang tidak dapat dilaksanakan, kecuali mendapatkan dispensasi dari 

lembaga peradilan dengan alasan-alasan yang kuat. 

Maka berdasarkan definisi istilah diatas, perkawinan anak yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh 

laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun sebagaimana diatur 

dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan perkawinan yang dilaksanakan melalui 

dispensasi kawin dibawah usia 18 tahun sebagaimana pengertian anak 

dalam UU No. 35 tahun 2014. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi alur pembahasan didalam skripsi yang 

dimulai dengan bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Adapun 

sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi sub-sub pembahasan meliputi pertama: 

konteks penelitian, sebagai acuan penelitian yang berisi permasalahan yang 

ingin diteliti dan alasan pentingnya tema tersebut diteliti. Kedua: fokus 

penelitian, berisi pokok pembahasan dalam penelitian. Ketiga: tujuan 

penelitian, berisi tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. 

Keempat: manfaat penelitian, berisi kontribusi penelitian terhadap penyelesaian 

permasalahan dan pihak-pihak yang dituju. Kelima: definisi istilah, berisi 

penjelasan istilah penting dalam penelitian dan fokus pembahasan penelitian. 

Keenam: sistematika pembahasan yang berisi alur pembahasan penelitian 
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mulai dari bab pertama hingga bab penutup. Adapun bab ini berfungsi 

memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi dua sub pembahasan yang terdiri dari  

penelitian terdahulu, berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan kajian teori, yang 

berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian sebagai bahan analisis dalam 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB III Metode penelitian, berisi pembahasan mengenai metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi pertama: 

jenis dan pendekatan penelitian, berisi jenis metode dan pendekatan penelitian 

yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kedua: 

lokasi penelitian, berisi lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian 

serta alasan dan urgensi peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

Ketiga: subjek penelitian, berisi pihak-pihak yang dituju dalam penelitian 

sebagai upaya penyelesaian permasalahan penelitian. Keempat: teknik 

pengumpulan data, berisi cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai 

bahan analisis permasalahan penelitian. Kelima: analisis data, berisi cara 

peneliti dalam mengolah dan menganalis data yang telah di temukan di lokasi 

penelitian dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Keenam: keabsahan 

data, berisi usaha yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh 

keabsahan data dari hasil temuan di lokasi penelitian. Ketujuh: tahapan 

penelitian, berisi langkah-langkah peneliti dalam melaksanakan penelitian. 
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BAB IV Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini peneliti membahas 

tentang gambaran objek penelitian yang berisi penjelasan objek yang diteliti 

oleh peneliti, penyajian data dan analisis yang berisi pemaparan data yang 

didapatkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian serta 

analisis terhadap data yang ada dengan menggunakan teori-teori yang telah 

dijelaskan sebelumnya, serta pembahasan temuan yang berisi pembahasan 

yang menjawab dari rumusan masalah yang disudah ditetapkan oleh peneliti. 

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

pembahasan dan temuan yang diuraikan oleh peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang 

telah ada untuk menggali kedalaman materi yang dibahas dan penguatan materi 

pembahasan. Berikut beberapa penelitian yang relevan terhadap topik 

penelitian yang akan dilakukan peneliti: 

1. Tigia Syahroni Maghfiroh (Skripsi, 2023) “Impelementasi Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan 

pada Usia Anak” 

Penelitian dari Tigia Syahroni Maghfiroh pada tahun 2023 

mengangkat tema pencegahan pernikahan pada usia anak dengan judul 

penelitian “Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 

2020 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”.27  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk 

mengetahui latar belakang dibentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 

23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, untuk 

mengetahui upaya implementasi dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak serta untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan

                                                             
27 Tigia Syahrotul M, “Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 

dalam Upaya Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2023), viii. 
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Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan pernikahan 

pada usia anak (Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020). 28 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

mengamati sesuatu secara mendalam sebagai upaya menghasilkan sebuah 

hasil yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer berupa data yang 

didapat langsung melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena di 

masyarakat.29 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil 

penelitian yaitu bahwa latar belakang dikeluarkannya Perbup Lumajang No. 

23 Tahun 2020 dilandasi oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis 

dan yuridis. Pertama secara filosofis lahirnya Perbup ini dilandasi bahwa 

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan upaya dalam 

menjaga dan melindungi hak anak, berupa hak hidup, tumbuh dan 

berkembang, berpartisipasi secara baik sebagaimana haknya sebagai 

manusia serta hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan dan 

diskriminasi.  

Kedua secara sosiologis Perbup ini dilandasi dari banyaknya 

permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang diajukan di 

Pengadilan Agama Lumajang. Ketiga, secara yuridis Perbup ini dibuat 

                                                             
28 Syahrotul, “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang”, 8. 
29 Syahrotul, “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang”, 44. 
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dengan berdasar pada Undang-Undang dan peraturan dibawahnya tentang 

perkawinan pada usia anak.  

Impelementasi Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 tentang 

pencegahan perkawinan pada usia anak di Wilayah Kabupaten Lumajang 

dilaksanakan melalui program sosialisasi. Namun, sosialisasi ini hanya 

dilaksanakan kepada beberapa instansi terkait saja, sehingga 

pelaksanaannya masih belum efektif kepada seluruh masyarakat Lumajang.  

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 didasari 

oleh beberapa hal seperti tersedianya sumberdaya manusia yang dapat 

melaksanakan peraturan bupati ini secara maksimal, seperti adanya dinas 

dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pencegahan 

perkawinan anak.  

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perbup ini adalah faktor 

orang tua, keadaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan yang tergolong 

rendah, adat dan budaya perkawinan muda serta alokasi anggaran yang tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.30 

Perbedaan serta persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan dalam jenis penelitian 

dan pendekatan yang digunakan berbeda. Dimana penelitian terdahulu 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian 

empiris dengan mengamati sesuatu secara mendalam sebagai upaya 

                                                             
30 Syahrotul, “Implementasi Peraturan Bupati Lumajang”, 78. 
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menghasilkan sebuah hasil yang lebih kompleks serta menggunakan data 

primer berupa data yang didapat langsung melalui pengamatan langsung 

terhadap suatu fenomena di masyarakat. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian 

efektivitas hukum dengan dengan menganalisis keberlakuan hukum dalam 

mempengaruhi perilaku masyarakat, lokasi penelitian yang berbeda serta 

regulasi atau norma yang digunakan berbeda. 

Sedangkan persamaan penelitian yang dahulu dengan penelitian saat 

ini terletak pada objek penelitian yang sama yakni dengan mengkaji 

mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu 

terhadap permasalahan perkawinan anak. 

2. Ihza Farihi Nur Alam (Skripsi, 2023) “Impelementasi Peraturan Desa 

Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan 

Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan 

Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)” 

Penelitian dari Ihza Farihi Nur Alam pada tahun 2023 mengangkat 

tema pencegahan pernikahan usia anak dengan judul penelitian 

“Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya 

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa 

Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)”.31 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dicapai 

                                                             
31 Ihza Farihi Nur Alam, “Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya 

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur 

Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2023), xiv. 
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peneliti yaitu untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Desa Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di 

Desa Ratatotok Timur dan untuk mengetahui Peraturan Desa Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak 

(Perdes No. 5 Tahun 2021) di Desa Ratatotok Timur dipandang dari sudut 

pandang Hukum Progresif.32  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan 

sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas masyarakat dan 

dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta-

fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalam masyarakat baik yang 

bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku 

nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian.33  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil 

penelitian yaitu bahwa Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di 

Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara 

sudah dapat dikatakan efektiv dan terlaksana dengan menurunnya angka 

perkawinan usia anak berkat usaha dari Kepala Desa Ratotok Timur kepada 

para ketua RT, puskesmas, dan masyarakat melalui program sosialisasi serta 

pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Berlian dan Forum Perlindungan 

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPKK) sebagai organisasi yang 

mengurus pencegahan perkawinan usia anak di Desa Ratatok Timur.  

                                                             
32 Farihi, “Implementasi Peraturan Desa”, 7. 
33 Farihi, “Implementasi Peraturan Desa”, 33. 
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Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa Perdes No. 5 Tahun 

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa 

Ratatotok Timur dipandang dari sudut pandang Hukum Progresif memiliki 

paradigma yang bersifat untuk keberlangsungan terjaganya nilai moral 

keadilan dalam masyarakat yang mana ketika ingin melakukan perkawinan 

pada usia anak, maka hal yang dipenuhi terlebih dahulu adalah kemampuan 

atau cara berpikir dalam menjalankan perkawinan itu sendiri. Dengan 

adanya FPKK dan PPT Berlian yang melakukan pencegahan melalui 

langkah konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.34 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak 

dalam jenis pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian serta regulasi atau 

norma yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu mengguakan 

pendekatan sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas 

masyarakat dan dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks 

maknanya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan 

penelitian efektivitas hukum dengan dengan menganalisis keberlakuan 

hukum dalam mempengaruhi perilaku masyarakat.  

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu 

produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia anak serta 

sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris yang 

menganalisis fakta-fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalam 

                                                             
34 Farihi, “Implementasi Peraturan Desa”, 58-66. 
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masyarakat baik yang bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan 

wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan 

langsung di lapangan penelitian. 

3. Nur Cholizah (Skripsi, 2022) “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia 

Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 5 Tahun 2020)” 

Penelitian dari Nur Cholizah pada tahun 2022 mengangkat tema 

pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan judul penelitian 

“Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta 

Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)”. 

Adapun rumusan masalah yang dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui latar 

belakang dibentuknya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak serta untuk 

mengetahui upaya implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak 

(Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020) dalam menekan angka perkawinan 

usia anak di wilayah Kota Jakarta Barat.35  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan 

pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik dengan mempelajari 

sesuatu dalam keadaan alaminya ataupun dengan menginterpretasi 

fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta-fakta berupa pengalaman 

                                                             
35 Nur Choliza, “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat 

(Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2022), iv. 
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dari perilaku manusia dalam masyarakat baik yang bersifat verbal yang 

diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang 

diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian.36  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil 

penelitian yaitu bahwa Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di 

Wilayah Jakarta Barat masih tergolong kurang terlaksana karena terdapat 

beberapa faktor yakni pertama, masih tingginya angka dispensasi 

perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua, masih 

tingginya aktifitas pergaulan bebas yang menyebabkan meningkatnya angka 

perkawinan anak dan berdampak pada turunnya kualitas masyarakat akibat 

rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi. Ketiga, kurangnya upaya 

sosialisasi dari perangkat-perangkat pemangku kepentingan terkait Pergub 

DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia 

Anak.37 

Dalam aspeknya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Perbedaan tersebut terletak 

dalam jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian terdahulu menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan pendekatan 

naturalistik dengan mempelajari sesuatu dalam keadaan alaminya ataupun 

dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian efektifitas hukum 

dengan menganalisis keberlakuan hukum dalam mempengaruhi perilaku 

                                                             
36 Choliza, “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak”, 13. 
37 Choliza, “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak”, 58. 
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masyarakat, lokasi penelitian yang berbeda serta regulasi atau norma yang 

digunakan berbeda.  

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu 

produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia anak serta 

sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode 

penelitian empiris. 

Adapun untuk penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Khoirul Umam (Skripsi, 2024) “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa 

Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan 

Anak di Kabupaten Jember” 

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Umam pada tahun 2024 

mengangkat tema yang serupa dengan penelitian terdahulu yaitu 

pencegahan perkawinan usia anak, akan tetapi judul yang dibawa berbeda 

yaitu “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di 

Kabupaten Jember”. Fokus penelitian yang dicapai oleh peneliti terdapat 

dua fokus yang dibuat dalam rumusan masalah yaitu peneliti akan fokus 

pada langkah-langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya 

mencegah perkawinan usia anak sesuai dengan Segub Jatim No. 474/2021 

serta impelementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam upaya menekan 

angka perkawinan usia anak di Kabupaten Jember prespektif teori 
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implementasi kebijakan Merille S. Grindle. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan jenis penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan efektivitas hukum.  

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian 

 

No Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Skripsi Tigia 

Syahroni 

Maghfiroh 

dengan judul 

Impelementasi 

Peraturan Bupati 

Lumajang 

Nomor 23 Tahun 

2020 dalam 

Upaya 

Pencegahan 

Perkawinan pada 

Usia Anak 

 

Mengkaji 

mengenai 

implementasi atau 

pelaksanaan suatu 

produk hukum 

tertentu terhadap 

permasalahan 

perkawinan anak. 

 

a. Jenis penelitian 

dan pendekatan 

yang digunakan. 

Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

penelitian 

empiris. 

Sedangkan 

penelitian saat ini 

menggunakan 

metode penelitian 

empiris dan 

pendekatan 

penelitian 

efektivitas 

hukum. 

b. Lokasi penelitian. 

c. Regulasi atau 

norma yang 

digunakan. 

a. Latar belakang 

dikeluarkannya 

peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 23 

Tahun 2020 dilandasi 

oleh tiga faktor, yakni 

faktor filosofis, 

sosiologis dan yuridis. 

b. Impelementasi 

Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 23 

Tahun 2020 tentang 

pencegahan 

perkawinan pada usia 

anak di Wilayah 

Kabupaten Lumajang 

dilaksanakan melalui 

program sosialisasi.  

c. Penelitian ini 

menemukan bahwa 

faktor pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan Peraturan 

Bupati Lumajang 

Nomor 23 Tahun 2020 

didasari oleh beberapa 

hal seperti tersedianya 

sumberdaya manusia 

yang dapat 

melaksanakan 

peraturan bupati ini 

secara maksimal. 

Sedangkan faktor 
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penghambat 

pelaksanaan perbup ini 

adalah faktor orang 

tua, keadaan ekonomi 

masyarakat, tingkat 

pendidikan yang 

tergolong rendah, adat 

dan budaya 

perkawinan muda 

serta alokasi anggaran 

yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan 

dalam upaya 

pencegahan 

perkawinan anak. 

2. Penelitian Skripsi 

Ihza Farihi Nur 

Alam  

dengan judul 

Impelementasi 

Peraturan Desa 

Nomor 5 Tahun 

2021 sebagai 

Upaya 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Perkawinan Usia 

Anak (Studi 

Kasus di Desa 

Ratatotok Timur 

Kecamatan 

Ratatotok 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara) 

a. Meneliti 

pelaksanaan 

suatu produk 

hukum tertentu 

terhadap 

permasalahan 

perkawinan 

usia anak. 

b. Menggunakan 

metode 

penelitian 

hukum empiris. 

a. Penggunaan jenis 

pendekatan yang 

digunakan. 

Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

pendekatan 

sosiologis 

sedangkan 

penelitian saat ini 

menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

efektivitas 

hukum. 

b. Lokasi 

pelaksanaan 

penelitian. 

c. Penggunaan 

pisau uji berupa 

norma atau 

aturan tertentu. 

a. Implementasi 

Pencegahan 

Perkawinan Usia Anak 

di Desa Ratatotok 

Timur Kecamatan 

Ratatotok Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

sudah dapat dikatakan 

efektiv dan terlaksana 

dengan menurunnya 

angka perkawinan usia 

anak berkat usaha dari 

Kepala Desa Ratotok 

Timur kepada para 

ketua RT, puskesmas, 

dan masyarakat melalui 

program sosialisasi 

serta pendirian PPT 

Berlian dan FPKK. 

b. Penelitian ini 

menemukan bahwa 

Peraturan Desa Nomor 

5 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Perkawinan Usia Anak 

di Desa Ratatotok 

Timur dipandang dari 
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sudut pandang Hukum 

Progresif memiliki 

paradigma yang 

bersifat untuk 

keberlangsungan 

terjaganya nilai moral 

keadilan dalam 

masyarakat yang mana 

ketika ingin melakukan 

perkawinan pada usia 

anak.  

3.  Skripsi Nur 

Cholizah 

berjudul 

Impelementasi 

Pencegahan 

Perkawinan Usia 

Anak di Wilayah 

Jakarta Barat 

(Studi Peraturan 

Gubernur DKI 

Jakarta Nomor 5 

Tahun 2020) 

Menganalisis 

implementasi 

produk hukum 

lembaga negara 

terhadap 

permasalahan 

perkawinan usia 

anak. 

 

 

a. Penelitian 

terdahulu 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

interpretatif dan 

pendekatan 

naturalistik. 

Penelitian saat ini 

menggunakan 

metode penelitian 

hukum empiris 

dengan pendekatan 

penelitian 

efektifitas hukum. 

b. Letak lokasi 

penelitian 

dilaksanakan. 

c. Penggunaan 

regulasi atau 

norma. 

a. Implementasi 

Pencegahan 

Perkawinan Usia Anak 

di Wilayah Jakarta 

Barat masih tergolong 

kurang terlaksana 

karena terdapat 

beberapa faktor yakni 

masih tingginya angka 

dispensasi perkawinan 

yang terjadi di 

Pengadilan Agama 

Jakarta Barat serta 
masih tingginya 

aktifitas pergaulan 

bebas yang 

menyebabkan 

meningkatnya angka 

perkawinan anak dan 

berdampak pada 

turunnya kualitas 

masyarakat akibat 

rendahnya kualitas 

pendidikan dan 

ekonomi. 
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B. Kajian Teori 

1. Teori Implementasi Kebijakan 

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan oleh seseorang atau badan yang bertujuan pada suatu hasil 

tertentu sebagaimana tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan yang 

dibuat.38 Secara teoritis, banyak ahli yang berpendapat bahwa 

impelementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu.  

Terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai variabel 

tersebut, seperti George C. Edward III dan Merilee S. Grindle. Dalam buku 

karya Joko Pramono yang berjudul Implementasi dan Evaluasi Kebijakan 

Publik, keberhasilan implementasi kebijakan dalam teori George C. Edward 

III dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni: 

a. Komunikasi 

Suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila 

pelaksana kebijakan (implementor) mengetahui langkah-langkah apa saja 

yang harus dilaksanakan serta memahami tujuan dan sasaran kebijakan 

sehingga meminimalisir adanya distori implementasi kebijakan yang ada. 

b. Sumberdaya 

Setelah proses komunikasi telah berjalan sesuai dan para 

implementor telah memiliki persepsi yang sesuai dengan kebijakan yang 

ada. Selanjutnya variabel yang penting diperhatikan adalah terkait 

                                                             
38 Pramono, Impelementasi dan Evaluasi, 4. 



32 

 

 

 

ketersediaan dan kesesuaian sumberdaya, baik sumberdaya manusia, 

sumberdaya pendanaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana.  

c. Disposisi 

Disposisi dapat diartikan sebagai watak atau karakter yang 

dimiliki oleh implementor. Disposisi dapat berupa kejujuran, komitmen, 

demokratis serta loyalitas. Disposisi menjadi variabel penting dalam 

kesuksesan implementasi kebijakan karena karakter implementor dalam 

menjalankan suatu kebijakan haruslah baik dan sejalan dengan kebijakan 

yang ada. Pasalnya, apabila implementor memiliki prespektif yang 

bertolak belakang dengan kebijakan maka proses implementasi akan 

terhambat dan tidak akan berjalan efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan sukses 

tidaknya suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berperan 

penting dalam menentukan Standar Operating Produce (SOP) dan 

fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik 

adalah struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan bersifat saling 

mengawasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan menimbulkan 

kelemahan pengawasan serta banyaknya pihak yang tidak terlalu 

berperan dalam implementasi kebijakan, sehingga menjadikan aktivitas 

pelaksanaan tidak efektif dan jauh dari tujuan awal.39 

                                                             
39 Pramono, Impelementasi dan Evaluasi, 5. 
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Sedangkan dalam bukunya, Joko Pramono juga menjelaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dalam Teori Merilee S. Grindle 

dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (content of policy) 

dan lingkungan implementasi (context of implementation).  

a. Isi Kebijakan (content of policy) 

Menurut S. Grindle isi kebijakan suatu regulasi atau kebijakan 

haruslah berisi beberapa poin penting agar dalam pelaksanannya, suatu 

kebijakan dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal. Poin tersebut 

meliputi jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang 

diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber 

daya yang dihasilkan. 

b. Lingkungan implementasi (context of implementation) 

Sementara itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah 

terdapat implementor yang dapat menjalankan suatu tujuan dari 

kebijakan yang dibuat. Menurut S. Grindle, terdapat tolak ukur 

lingkungan implementasi yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu 

kebijakan dapat berjalan dengan baik, yakni kekuasaan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, 

kepatuhan dan daya tanggap.40 

Menurut hemat peneliti, berdasarkan kedua teori impelementasi 

diatas, teori Merille S. Grindle lebih dapat digunakan dalam menganalisis 

implementasi surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang pencegahan 

                                                             
40 Pramono, Impelementasi dan Evaluasi, 7. 
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perkawinan anak di Jawa Timur. Hal ini didasarkan bahwa dibandingkan 

dengan teori George Edward III yang mencakup empat variabel 

(komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi), teori Merille S. 

Grindle lebih sederhana namun tetap menyentuh aspek-aspek inti dengan 

membagi fokus ke dalam isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Teori ini memberikan kerangka 

kerja yang lebih terarah untuk menganalisis kebijakan secara mendalam 

tanpa kehilangan fokus.  

Selain itu dalam teori Edward III terdapat variabel yang sulit untuk 

dijangkau oleh peneliti, yakni variabel disposisi. Variabel ini menghendaki 

adanya penelitian terkait watak dan karakter dari implementor. Sehingga 

peneliti dituntut untuk memahami aspek psikologis dari implementor 

dengan terjun langsung dalam birokrasi implementor.  

2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 

a. Definisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diberlakukan pada 

setiap makhluk untuk melaksanakan fitrahnya dalam mempertahankan 

dan berkembang guna kelangsungan hidup.41 Sebagaimana yang diatur 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah “ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk 

mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal 

                                                             
41 Busriyanti, Fiqh, 8. 
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berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai suami istri”.42 Dalam KHI 

juga dijelaskan terkait pengertian dari perkawinan yaitu “akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.43 

Dalam KBBI pernikahan atau perkawinan berasal dari kata nikah 

adalah ikatan atau akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dalam agama.44 Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang fitrah juga 

ikatan yang paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat 

hubungan antarsesama manusia dengan tujuan terciptanya ketenangan. 

b. Prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 

Dalam prinsip-prinsip pernikahan terdapat asas yang sesuai 

dengan nash dan Al-Qur’an. Asas pertama yaitu membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal. Asas kedua, keabsahan pernikahan didasarkan 

pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan 

pernikahan. Asas ketiga yaitu asas monogami. Asas keempat, calon 

suami istri harus siap baik lahir maupun batin untuk melaksanakan 

pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan. Asas yang 

kelima yaitu menjauhkan dari terjadinya perceraian dan asas yang 

keenam yaitu keseimbangan.45 

                                                             
42 Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1. 
43 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, pasal 2. 
44 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI),” https://kbbi.web.id/nikah. Diakses pada 29 Januari 2025.  
45 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 156. 

https://kbbi.web.id/nikah
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3. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Anak  

a. Definisi Perkawinan Anak 

Perkawinan anak adalah pernikahan dimana salah satu pasangan 

baik laki-laki dan perempuan belum mencukupi aturan usia untuk bisa 

melakukan pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan dijelaskan 

terkait batasan usia yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki 

mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 

(sembilan belas) tahun.46 

b. Faktor Perkawinan Anak 

Perkawinan anak dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan 

dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena 

kurangnya kesiapan baik laki-laki maupun perempuan. Usia yang masih 

mudah dan masih mencari jati dirinya, emosi yang naik turun dan kondisi 

kejiwaan yang belum siap dapat memicu banyaknya konflik dalam 

pernikahan. Demikian itu, untuk mencapai tujuan daripada pernikahan 

yang sejahterah dan harmonis sangatlah sulit. Pada kenyataanya, 

keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap 

pasangan suami istri, karena kehidupan berumah tangga pasti mengalami 

pasang surut.47 

Menurut Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan anak 

adalah: 

1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga 

                                                             
46 Setneg RI, UU No. 16 Tahun 2019, pasal 7. 
47 M. Sayyid Ahmad Al-Muyassar, Fikih Cinta Kasih “Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga” 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 335. 
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2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu 

muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. 

3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan 

adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu 

menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat 

kebiasaan saja.48 

c. Dampak Perkawinan Anak  

Dampak pernikahan usia anak dapat meninbulkan diantara kedua 

pihak baik pada hubungan diri sendiri, anak dan keluarga. 

1) Dampak Positif 

Adapun dampak positif dari pernikahan usia anak ialah hal 

tersebut dapat mencegah seseorang terjerumus dalam perzinahan. 

2) Dampak Negatif 

a) Dampak terhadap suami istri 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti 

yang telah melangsungkan perkawinan anak tidak bisa memenuhi 

atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. 

Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun 

mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan 

yang tinggi. Sehingga dalam hubungan perkawinan anak akan lebih 

banyak kemungkinan terjadinya pertengkaran yang menimbulkan 

putusnya hubungan perkawinan. 

                                                             
48 Ahmad Jayadiningrat, Perkawinan Pada Usia Muda (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 35. 
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b) Dampak terhadap anak 

Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan 

perkawinan anak. Dampak perkawinan ini juga akan dirasakan oleh 

anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melakukan pernikahan di 

bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-

gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang 

melahirkan dengan proses operasi dan berbahaya bagi diri sendiri 

serta anak yang akan dilahirkan. Selain itu, perkawinan anak 

berpeluang besar melahirkan anak yang kurang gizi sehingga 

berdampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang. 

c) Dampak terhadap masing-masing keluarga 

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-

anaknya, perkawinan anak juga akan membawa dampak terhadap 

masing-masing keluarganya. Seperti hubungan keluarga yang tidak 

baik dan kasus perceraian. Apabila perkawinan diantara anak-anak 

mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang 

tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah 

tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah 

perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup 

mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali 

kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.49 

                                                             
49 Jayadiningrat, Perkawinan Pada Usia Muda, 35. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini,  metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian 

efektivitas hukum. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian 

yang menjadikan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein 

karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 

lapangan.50 Sedangkan pendekatan efektivitas hukum adalah pendekatan 

dengan memandang keberhasilan pelaksanaan norma dalam realitas 

masyarakat.  

Metode penelitian empiris dan pendekatan efektivitas hukum disini 

diartikan sebagai proses analisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan terkait keberlakuan dan pelaksanaan Segub 

Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukannya penelitian. 

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian empiris, tentu lokasi penelitian harus 

disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Penentuan dari lokasi penelitian 

harus dipertimbangkan terkait keberadaan data penelitian yang diperlukan oleh

                                                             
50 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 134. 
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peneliti.51 Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 

Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini terdapat beberapa alasan yang penting 

untuk diteliti yaitu: 

1. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang masuk dalam tiga 

kabupaten/kota dengan kasus perkawinan anak di bawah umur tertinggi di 

Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023. 

2. Bahwa banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Jember tersebut 

tentu terdapat faktor-faktor tertentu yang memerlukan suatu penelitian 

dalam upaya pencegahannya. 

3. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan indeks pendidikan 

yang tinggi namun juga terdapat kasus perkawinan anak yang tinggi pula, 

sehingga terdapat aspek yang bertolak belakang. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam suatu karya ilmiah tentu tidak terlepas dari subjek penelitian dan 

merupakan bagian terpenting dalam penelitian lapangan. Adapun subjek 

penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Purposive Sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.52 Pertimbangan tersebut yaitu terkait siapa saja yang menjadi 

informan dalam penelitian ini yang dapat membantu peneliti dalam 

mempermudah mencari, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Adapun 

subjek yang akan penulis teliti sebagai berikut: 

                                                             
51 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 

111. 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 

288. 
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1. Pengadilan Agama Jember 

Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama 

Jember yang merupakan hakim yang memeriksa serta memutus perkara 

diska di Pengadilan Agama Jember.  

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember 

Pada DP3AKB, peneliti melakukan wawancara serta dokumentasi 

terhadap permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Jember kepada 

Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan 

Anak DP3AKB Kabupaten Jember. 

3. Camat di Kabupaten Jember 

Informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Ibu 

Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah 

dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatan. Kecamatan Jenggawah dipilih 

menjadi salah satu tempat penelitian karena Kecamatan Jenggawah 

merupakan kecamatan yang menduduki peringkat 3 besar dispensasi kawin 

tertinggi di Kabupaten Jember pada tahun 2022. Disamping itu, berdasarkan 

data DP3AKB tahun 2024, Kecamatan Jenggawah merupakan kecamatan 

dengan tingkat dispensasi kawin tertinggi kedua tahun 2024 dengan tingkat 
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dispensasi kawin sebesar 7,83% yang tersusun dari 1,74% dispensasi kawin 

akibat pergaulan dan 4,35% dispensasi kawin pendidikan SMP.53  

4. Kepala KUA di Kabupaten Jember 

KUA yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini adalah 

Bapak Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi 

di KUA Kecamatan Jenggawah. Dimana kedua KUA Jenggawah 

merupakan KUA yang mengurus terkait perkawinan anak tertinggi di 

Kabupaten Jember sebagaimana keterangan pada informan sebelumnya. 

5. Lurah atau kepala desa di Kabupaten Jember 

Pada tingkat kelurahan/desa, peneliti menjadikan Bapak Iwan Hadi 

Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah sebagai 

informan pada penelitian ini. Desa Cangkring peneliti pilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa Desa Cangkring merupakan desa di Kecamatan 

Jenggawah Kabupaten Jember yang memiliki Surat Keputusan (SK) yang 

merupakan surat tugas bagi satgas pencegahan stunting dan bimbingan 

keluarga. 

6. Ketua RW dan RT di Kabupaten Jember 

Ketua RW 1 RT 3 Desa Cangkring merupakan informan yang 

peneliti pilih berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Cangkring. Bapak 

Khoir yang merupakan ketua RW 1 dan Bapak Khamid yang merupakan 

ketua RT 3 merupakan informan yang paling paham mengenai 

                                                             
53 Joko Sutriswanto, Pencegahan Perkawinan Anak, Training Of Trainer, Syariah UIN Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember, Jember,  5 Juli, 2024. 
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permasalahan perkawinan anak yang ada pada daerah mereka masing-

masing. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat 

penting. Apabila dalam menggunakan, memilih dan memahami sumber data 

dapat mempengaruhi hasil data yang kemungkinan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti dituntut dapat memahami sumber data 

yang digunakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

data primer dan data sekunder yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung 

pada objek penelitian. Adapun sumber data disini diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian dengan 

menggunakan teknik observasi participant observation dan teknik 

wawancara tidak terstruktur.  

Teknik observasi participant observation dilakukan dengan 

mengamati permasalahan perkawinan anak melalui observasi dan 

wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan 

perkawinan anak di Kabupaten Jember. Sedangkan teknik wawancara tidak 

terstruktur digunakan peneliti untuk mendapat data yang valid, sesuai 

dengan yang dibutuhkan peneliti.  
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Terkait observasi, wawancara, dan dokumentasi ini, peneliti 

melakukan proses pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengambil 

informan sebanyak tujuh informan yang terdiri dari 

a. Hakim Pengadilan Agama Jember 

b. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember 

c. Pihak Kecamatan Jenggawah 

d. Staf KUA Kecamatan Jenggawah 

e. Staf Desa Cangkring 

f.   Ketua RW 1 Desa Cangkring 

g. Ketua RT 3 Desa Cangkring.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka, 

sebagai penunjang untuk menjawab dan menafsirkan hasil dari data primer. 

Adapun sumber data sekunder yakni berupa buku, peraturan perundang-

undangan dan data dari tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan 

masalah penelitian sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan 

dengan perkawinan anak. 

3. Data Tersier 

Data tersier merupakan data yang menunjang dua sumber data diatas 

sebagai petunjuk dan penjelas tambahan. Adapun data tersier yang 
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digunakan yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus 

pendukung lainnya.54 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian 

karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan teknik yang 

digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi Participant observation. 

Teknik ini peneliti pilih karena teknik ini memberikan ruang kepada peneliti 

untuk dapat terlibat secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan 

perkawinan anak. Sehingga teknik ini lebih efisien digunakan dalam 

penelitian ini dengan mengamati permasalahan perkawinan anak melalui 

data yang peneliti dapatkan pada saat pra penelitian maupun pada saat 

penelitian.  

2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan tatap 

muka secara langsung dengan sumber data, dimana terdapat pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan. Dari wawancara ini bertujuan 

mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan yang dituju.   

                                                             
54 Muhaimin, Metode Penelitian, 89-90. 
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Adapun pada pengumpulan data, peneliti lebih menggunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur, karena teknik ini memberikan keleluasaan 

kepada peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan sesuai dengan 

jawaban dari informan. Adapun yang ingin diperoleh peneliti dari 

wawancara ini yakni untuk memperoleh data tentang permasalahan yang 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung tertuju pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen-dokumen 

tertulis dalam pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk 

mengumpulkan dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti baik dari 

peraturan perundang undangan, jurnal, buku dan dokumen lainnya yang 

mendukung pengumpulan data untuk menemukan fakta fakta yang 

berhubungan dan terjadi di Kabupaten Jember terkait implementasi surat 

edaran yang ada terhadap faktor dan dampak dari perkawinan anak.55 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data 

yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang 

interaktif. Berikut beberapa teknik analisis menurut Miles dan Huberman, 

antara lain: 

 

                                                             
55 Muhaimin, Metode Penelitian, 95-97. 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pengumpulan data pertama 

atau mentah yang dikumpulkan dalan suatu penelitian. Pengumpulan data 

ini dilakukan melalui kegiatan peneliti di lapangan dengan menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan jumlah 

yang banyak memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci, maka dari itu 

diperlukan analisis melalui cara mereduksi data. Reduksi data adalah 

kegiatan analisis dengan cara merangkum, memilah dan memilih hal yang 

utama, dan memfokuskan kepada hal yang penting. Sehingga pembahasan 

tidak keluar dari permasalahan peneliti. Dengan mereduksi data dapat 

mempermudah peneliti dalam melihat gambaran data yang lebih jelas.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Proses selanjutnya setelah data direduksi yaitu melakukan kegiatan 

penyajian data. Pada penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan dan keterkaitan antar kategori dan sebagainya. 

Adapun penyajian data ini bertujuan mempermudah dalam memahami apa 

yang terjadi pada objek penelitian dan apa yang telah ditemukan, selain itu 

memudahkan pada perencanaan kegiatan selanjutnya dari apa yang sudah 

dipahami. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan mengkaji data yang 

sudah disajikan dengan teori yang sudah ditentukan yaitu tentang 
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implementsi Segub Jatim No. 474/2021 dalam menekan angka perkawinan 

anak di Kabupaten Jember. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Proses terakhir dalam analisis data yang disampaikan Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

objek yang sebelumnya masih samar dan kemudian setelah diteliti temuan 

tersebut menjadi jelas. 

Dengan demikian dari kesimpulan penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal oleh 

peneliti, akan tetapi melihat rumusan masalah pada penelitian kualitatif 

dapat berkembang setelah penelitian di lapangan, maka kesimpulan ini juga 

belum dapat dikatakan menjawab atau masih bersifat sementara. Pada 

penarikan kesimpulan, peneliti mengambil dari data yang sudah 

dikumpulkan dan selanjutnya diverifikasi atau diuji kebenarannya.56 

G. Keabsahan Data 

Pada bagian keabsahan data berisi usaha yang akan dilakukan oleh 

peneliti dalam memperoleh keabsahan data dari hasil temuan di lapangan. 

Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui 

teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu bagian terpenting dari 

penelitian kualitatif. Triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan 

                                                             
56 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 171. 
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keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti sumber, metode, 

penyidik dan teori. Adapun penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi 

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber. Terdapat beberapa cara dalam penggunaan triangulasi sumber 

yakni: 

a. Membandingkan dari apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan 

b. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dan 

disapaikan dari informan yang satu dengan informan lainnya. 

c. Membandingkan dari hasil wawancara dari data yang sudah didapatkan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk 

membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kebenaran dari beberapa 

teori yang didapat peneliti baik dari perundang-undangan dan peraturan 

lainnya. Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal 

ini, peneliti menyandingkan data yang diperoleh dalam proses observasi, 
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wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu 

untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.57 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan tantang apa saja tahapan 

yang akan dilakukan selama penelitian. Tahap-tahap penelitian adalah 

serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk dapat 

menyelesaikan proses penelitian. Adapun tujuannya agar memudahkan 

pelaksanaan dalam penelitian yang terarah dan sistematis. Dalam bagian ini 

pula, peneliti menguraikan rencana penelitian yang akan dikerjakan. Adapun 

tahapannya dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Pada tahap ini peneliti lebih terdahulu menentukan masalah terbaru 

apa yang akan diteliti, penentuan lokasi penelitian, penentuan judul 

penelitian, penyusunan proposal serta seminar proposal, menentukan 

informan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, mengumpulkan 

bahan pustaka pendukung dan mengurus surat perizinan penelitian kepada 

lembaga terkait. 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

Dalam tahap ini, peneliti terjun pada lokasi yang menjadi tempat 

penelitian dari masalah yang diangkat. Tahap ini peneliti melakukan 

pengumpulan data di lokasi dengan kegiatan pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dari data yang 

                                                             
57 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, 

Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” Jurnal Kajian, Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 2, (December 2020): 149. 
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terkumpul, peneliti melakukan pemilahan data yang sesuai dengan masalah 

yang menjadi fokus penelitian. Dari pemilahan data, peneliti masuk pada 

proses analisis data dengan tahapan analisis yang telah ditentukan. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Setelah peneliti menyelesaikan tahapan penelitian lapangan dan 

mendapatkan hasil yang diteliti, selanjutnya yaitu melakukan konsultasi 

kepada pembimbing, melakukan revisi dan melaksanakan ujian akhir 

skripsi.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada implementasi Segub Jatim No. 474/2021 

dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Topik 

"Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di 

Kabupaten Jember" memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan 

pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus perkawinan anak. Objek 

penelitian dalam pendekatan ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan 

proses implementasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, serta konteks 

sosial di wilayah Kabupaten Jember. 

1. Kebijakan Sebagai Objek Utama 

Segub Jatim No. 474/2021 berisi arahan dan strategi untuk menekan 

angka perkawinan anak. Surat edaran ini juga berisi pedoman dan arahan 

bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk bersama-

sama mencegah terjadinya perkawinan anak. Penelitian ini akan 

menganalisis: 

a. Isi kebijakan: program dan sasaran yang terkandung dalam surat edaran. 

b. Tujuan kebijakan: menekan angka perkawinan anak melalui sosialisasi, 

pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum. 
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c. Strategi implementasi: langkah-langkah konkret yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ini di Kabupaten 

Jember. 

2. Pihak-Pihak yang Terlibat 

Pelaksanaan Segub Jatim No. 474/2021 tidak terlepas dari peran-

peran para implementor kebijakan sebagai tonggak penegakan kebijakan 

yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi: 

a. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Jember, melalui dinas-dinas terkait seperti 

Pengadilan Agama, DP3AKB, Seluruh Camat di wilayah kecamatan, 

seluruh Lurah atau Kepala Desa di wilayah kelurahan atau desa, dan 

KUA, menjadi pelaksana utama kebijakan ini. Adapun peran pemerintah 

daerah dalam implementasi surat edaran ini meliputi: 

1) Bertanggung jawab atas penerbitan izin permohonan dispensasi 

kawin. 

2) Bertanggung jawab atas program pencegahan perkawinan anak. 

3) Melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. 

4) Mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan dan 

desa/kelurahan. 

5) Menyediakan program pendukung seperti pelatihan keterampilan 

untuk anak-anak usia sekolah. 

6) Berperan dalam membatasi dan meninjau permohonan dispensasi 

kawin. 
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b. Masyarakat 

Masyarakat sebagai objek utama dalam implementasi surat edaran 

ini menjadi target utama dalam penelitian ini. Hal ini karena masyarakat 

merupakan pihak yang dituju dalam perumusan serta pelaksanaan surat 

edaran ini. Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi: 

1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memegang pengaruh besar 

dalam budaya setempat. 

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial yang 

memiliki peran dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada 

masyarakat serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan program 

di lapangan. 

3. Tantangan dan Peluang 

Kabupaten Jember memiliki karakteristik sosial, budaya, dan 

ekonomi yang beragam, yang menjadi konteks penting dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan mendalami bagaimana konteks sosial ini memengaruhi 

implementasi kebijakan, baik sebagai faktor pendukung maupun 

penghambat. 

a. Budaya Lokal: Masih adanya norma sosial dan adat yang mendukung 

perkawinan anak di beberapa wilayah. 

b. Ekonomi: Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa daerah, 

yang sering menjadi faktor pendorong perkawinan anak. 
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c. Pendidikan: Tingkat pendidikan yang bervariasi, dengan angka putus 

sekolah yang cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama di daerah 

pedesaan. 

4. Konteks Sosial Kabupaten Jember 

Kabupaten Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang 

merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember 

berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke 

arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, 

Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai 

salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).58 

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 

kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 

13.786 RT. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 

jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.536.729 jiwa, jumlah 

penduduknya mencapai 2.536.729 jiwa dengan luas wilayah 3.306,689 km² 

dan sebaran penduduk 770 jiwa/km². 59 

Kabupaten Jember memiliki kontribusi ekonomi yang didominasi 

oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun beberapa 

sektor seperti pariwisata dan manufaktur masih berkembang. Pada tahun 

                                                             
58 Pemerintah Kabupaten Jember, “Selayang Pandang,” Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Jember, 11 Desember, 2024, https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/. Diakses 

pada 12 Januari 2025. 
59 Pemkab Jember, “Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk,” Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Jember, 11 Desember, 2024, https://www.jemberkab.go.id/selayang-

pandang/penduduk/. Diakses pada 12 Januari 2025. 

https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/
https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/
https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/
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2024, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,44%, dan Indeks Harga Konsumen 

(IHK) berada di angka 106,52. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang 

dan jasa di wilayah tersebut cukup stabil, mencerminkan kondisi ekonomi 

yang tidak mengalami gejolak.60 

Kabupaten Jember memiliki fasilitas pendidikan yang cukup 

memadai dengan lebih dari 1.800 fasilitas untuk pendidikan anak usia dini 

(PAUD), 1.300 SD/MI, 500 SMP/MTs, dan 300 SMA/MA/SMK. Tingkat 

partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 100%, tetapi 

angka ini menurun pada jenjang usia lebih tinggi, seperti 16-18 tahun yang 

hanya sebesar 67,48%. Tingkat melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun 

ke atas adalah 84,78%, tetapi sekitar 15,22% penduduk masih menghadapi 

masalah buta huruf.61 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan 

tersebut diimplementasikan di Kabupaten Jember, salah satu daerah dengan 

tingkat kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Jawa Timur. Data yang 

disajikan mencakup angka perkawinan anak serta upaya pemerintah daerah 

yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam penyajian dan analisis data ini 

melibatkan kombinasi data kuantitatif, seperti angka jumlah dispensasi kawin, 

serta data kualitatif dari wawancara dan observasi lapangan. Melalui penyajian 

                                                             
60 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kabupaten Jember dalam Angka 2024 (Jember: 

Badan Pusat Statistik Jember, 2024), 12. 
61 Rizqi Elviah, “Potret Pendidikan di Jember,” Radar Jember, 2 Juli, 2019, 

https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/potret-pendidikan-di-jember. Diakses pada 12 

Januari 2025. 

https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/potret-pendidikan-di-jember
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data yang terstruktur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dalam menekan angka 

perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

1. Data Kuantitatif 

Penyajian data kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran 

empiris mengenai skala permasalahan dan menjadi dasar untuk 

menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan.62 Data ini berasal dari 

data statistik dan informasi yang didapat dari proses penelitian lapangan dan 

wawancara. Berdasarkan data yang didapatkan, angka perkawinan anak di 

Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Angka Perkawinan Anak Kabupaten Jember 

Tahun 2020-2024 

 

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember 

Tahun 2020-2024. 
 

 

 

                                                             
62 Ahmad Yani, Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2020), 45. 
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Berdasarkan data ini, perkawinan anak di Kabupaten Jember 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 

2024. Data ini dikelompokkan berdasarkan pengajuan dispensasi kawin 

(diska) yang didapat dari pengajuan permohonan diska di Pengadilan 

Agama Jember, data diska yang didapat dari perkara permohonan diska 

yang diputus di Pengadilan Agama Jember, dan data kawin yang didapat 

dari data pemohon diska yang melaksanakan perkawinan berdasarkan data 

dari DP3AKB Kabupaten Jember. 

a. Pengajuan Diska 

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 terdapat 1.461 pemohon 

diska yang mengajukan permohonan diska di Pengadilan Agama Jember. 

Tahun 2021 terdapat 1.417 permohonan dan terjadi penurunan sebesar 

3,1% atau 44 permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 1.395 

permohonan yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 1,6% atau 22 permohonan. Kemudian pada 

tahun 2023 terdapat 1.362 permohonan. Angka ini menunjukkan adanya 

penurunan sebesar 33 permohonan atau sebesar 2,4% dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 559 permohonan yang 

berarti terdapat penurunan sebesar 59% atau 803 permohonan.63 

b. Diska 

Berdasarkan data yang telah disajikan, pada tahun 2020 terdapat 

1.422 permohonan diska yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember. 

                                                             
63 Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember, “Data Perkawinan Anak Tahun 

2020-2024”, 24 Desember 2024. 
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Pada tahun 2021 terdapat 1.379 putusan yang menunjukkan penurunan 

sebesar 3,1% atau 43 putusan. Tahun 2022 terdapat 1.364 putusan. Pada 

tahun ini terjadi penurunan kasus diska sebesar 15 kasus atau 1,1%. 

Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 1.295 putusan, hal ini 

menunjukkan penurunan angka diska sebesar 69 kasus atau 5,1%. 

Kemudian pada tahun 2024 terdapat 418 putusan yang menunjukkan 

penurunan kasus sebesar 67,8% atau 877 kasus.64 

c. Kawin  

Pada tahun 2020 terdapat 1.066 kasus perkawinan anak yang 

terjadi di Kabupaten Jember. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.185 

perkawinan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka perkawinan anak 

sebesar 119 kasus atau 10,1%. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 971 

kasus perkawinan anak yang menunjukkan penurunan angka perkawinan 

sebesar 214 kasus atau 18,1% dari tahun sebelumnya . Tahun 2023 

terdapat 1.286 kasus dan menunjukkan adanya kenaikan kembali sebesar 

24,5% atau 315 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 115 kasus. 

Dimana pada tahun 2024 ini, terdapat penurunan kasus yang signifikan 

sebesar 1.171 kasus perkawinan anak atau penurunan sebesar 91,1%.65 

Jika dianalisis lebih lanjut, angka pengajuan perkara diska di 

Pengadilan Agama Jember dengan angka perkara yang dikabulkan untuk 

mendapatkan penetapan diska mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. 

Adapun fluktuasi tersebut disajikan dalam tabel berikut: 

                                                             
64 PA Jember dan DP3AKB Jember, “Data Perkawinan Anak”, 24 Desember 2024. 
65 PA Jember dan DP3AKB Jember, “Data Perkawinan Anak”, 24 Desember 2024. 
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Tabel 4.2 

Perbandingan Angka Pengajuan DISKA dan Angka DISKA di Kabupaten Jember 

Tahun 2020-2024 

 

Tahun 
Pengajuan 

DISKA 
DISKA Ditolak 

Prosentase 

Dikabulkan 

Prosentase 

Ditolak 

2020 1461 1442 19 98,70% 1,30% 

2021 1417 1379 38 97,32% 2,68% 

2022 1395 1364 31 97,78% 2,22% 

2023 1362 1295 67 95,08% 4,92% 

2024 559 418 141 74,78% 25,22% 

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 

2020-2024. 
Angka pengajuan diska menunjukkan jumlah masyarakat usia 

dibawah 19 tahun yang ingin melaksanakan perkawinan dengan 

mendapatkan dispensasi kawin karena tidak memenuhi batas minimal usia 

perkawinan. Sedangkan angka diska merupakan angka yang menunjukkan 

jumlah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama 

untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan di bawah umur.   

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 prosentase pengajuan 

diska yang dikabulkan mencapai 98,70% dan perkara yang ditolak mencapai 

1,30%. Kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan perkara dan 

prosentase, yakni 97,32% perkara dikabulkan dan 2,68% perkara ditolak. 

Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kembali dengan 97,78% perkara 

dikabulkan dan 2,22% perkara ditolak, selanjutnya pada tahun 2023 terjadi 

penurunan kembali di angka 95,08% perkara dikabulkan dan 4,92% perkara 

ditolak. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada 

angka 74,78% perkara dikabulkan dan 25,22% perkara ditolak. 

Berdasarkan data tersebut, prosentase perkawinan anak di Kabupaten 

Jember masih dalam angka yang cukup tinggi yakni diatas 50%. Sehingga 
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dari hal ini dibutuhkan langkah preventif dalam mencegah perkawinan anak 

salah satunya dengan membuat regulasi lokal pencegahan perkawinan anak 

serta program-program pencegahan perkawinan anak sebagaimana 

himbauan dalam Segub Jatim Nomor 474 Tahun 2021. 

2. Data Kualitatif 

Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Jember tidak hanya bisa 

dilihat dari angka statistik, tetapi juga data kualitatif yang didapat dari 

penelitian lapangan kepada masyarakat melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan berdiskusi bersama pihak-pihak terkait seperti 

pengadilan agama, DP3AKB, pihak kecamatan, pihak kelurahan/desa, pihak 

KUA, organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat, serta pengurus 

lingkungan seperti RT dan RW.  

Data kualitatif ini berfungsi sebagai alat untuk memahami lebih 

dalam tentang kondisi yang sebenarnya dialami oleh subjek penelitian, 

termasuk tantangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan untuk 

mencegah perkawinan dini.66 Adapun data kualitatif yang telah didapatkan 

dari penelitian lapangan ini sebagai berikut: 

a. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember 

Melalui penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan observasi dan 

wawancara kepada pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi macam-macam regulasi lokal di Kabupaten Jember 

                                                             
66 Dyah Ayu Puspitaningtyas, Ane Permatasari, “Implementasi Kebijakan Pencegahan 

Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak”, Jurnal 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, Volume XVII Nomor 

1, Januari-Juni (2023), https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/3860/2075.  

https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/3860/2075
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dalam mencegah perkawinan anak. Melalui wawancara dengan berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan lembaga 

lain yang terlibat langsung, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai penerapan regulasi tersebut. 

Pada tanggal 30 Desember 2024, peneliti melaksanakan 

wawancara kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala 

Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember terkait regulasi 

pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Beliau menjelaskan 

bahwa pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember mulanya tidak 

mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember, hal ini 

dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya koordinasi dan kondisi 

birokrasi yang kurang mendukung. Namun, pada masa kepemimpinan 

beliau, terdapat tindak lanjut terkait permasalahan ini. Dalam wawancara 

tersebut, beliau menjelaskan bahwa: 

Awal saya menjabat tahun 2021, kita mulai berkoordinasi dengan 

stakeholder dan ternyata ada SE gubernur (Segub Jatim No. 

474/2021). Kemudian kita lanjuti dengan SE bupati tahun 2021 

tentang pencegahan perkawinan anak (Surat Edaran Bupati 

Jember No. 474 Tahun 2021). Nah setelah ada SE, maka kami 

bertambah kuat untuk melaksanakan sosialisasi advokasi. Tapi 

tidak mendukung adanya pencegahan perkawinan anak secara 

kuat. Nah baru kuatnya adalah di surat edaran bupati tentang 

dispensasi kawin (SE Bupati Jember No. 474 Tahun 2024) yang 

menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2019.67 

 

Pada wawancara tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa 

terdapat anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bersinergi 

                                                             
67 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) untuk 

program sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak di 

Kabupaten Jember. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 

pencegahan perkawinan anak melalui program dan regulasi yang ada di 

Kabupaten Jember. Wawancara tersebut berisi: 

Ada anggaran sosialiasi dan advokasi termasuk kami bersinergi 

dengan Bapeda dimana Bapeda juga ada anggaran yang bisa kita 

gunakan untuk pencegahan perkawinan anak. Termasuk membuat 

draft peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak yang 

sekarang posisinya ada di Jawa Timur masih menunggu ijin. 

Kemudian pembuatan rencana aksi daerah (RAD) tentang 

pencegahan perkawinan anak dan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. 

Nah sebelumnya kami juga punya Perda Kabupaten Layak Anak 

(Perda Jember No. 1 Tahun 2023) yang didalamnya terdapat 

klausul pencegahan perkawinan anak.68 

 

Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA merupakan salah 

satu upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menciptakan wilayah 

yang ramah terhadap anak dengan berbagai upaya yang berpihak pada 

anak, salah satunya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, terdapat 

regulasi turunan dari perda ini sebagai tindak lanjut Pemerintah 

Kabupaten Jember dalam mewujudkan Kabupaten Jember sebagai 

kabupaten layak anak yakni melalui pembentukan Tim Gugus Tugas 

Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 

188.45/182/1.12/2022 Tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak 

Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026.  

                                                             
68 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA ini berlandaskan pada Pasal 

11 Perda Jember No. 1 Tahun 2023 dimana dalam pasal ini Pemerintah 

Kabupaten Jember memberikan amanat kepada Bupati Jember untuk 

membentuk gugus tugas KLA melalui keputusan bupati. Menurut Bapak 

Joko Sutriswanto pembentukan Tim KLA ini merupakan bentuk 

pengawalan terhadap cita-cita Kabupaten Jember menuju kabupaten 

layak anak di Jawa Timur. Beliau menuturkan: 

Dalam mendukung cita-cita Kabupaten Jember sebagai kabupaten 

layak anak. Kabupaten Jember membentuk Gugus Tugas KLA 

dengan Keputusan Bupati tentang KLA (Keputusan Bupati 

Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022). Dari ini, banyak muncul 

desa-desa yang mulai bisa membuat regulasi dan menjadikan 

desanya menjadi desa layak anak. Ada 4 desa yakni Harjomulyo 

yang 2023, Sukogidri, Dawuhan Mangli, dan Lembengan.  Yang 

2024 itu Pontang, Kesilir, Pantempuran, dan Cakru.69 

 

Kemudian pada kesempatan lain, pada tanggal 17 Desember 2024 

peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.I yang 

merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan merupakan 

Sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah. Beliau menjelaskan bahwa 

terdapat kaitan erat antara pencegahan perkawinan anak dan penurunan 

stunting. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi, dimana pencegahan perkawinan anak merupakan 

langkah masif dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Jember. 

Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa: 

Pencegahan perkawinan anak merupakan langka masif 

pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Peran pemerintah 

dalam menurunkan stunting ada banyak, melalui program dari 

                                                             
69 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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puskesmas, sosialisasi, kemudian juga melalui perbup tentang 

stunting (Perbup Jember Nomor 49 Tahun 2021). Selain itu, pihak 

kecamatan se Kabupaten Jember juga diminta untuk membentuk 

Satgas Stunting di tiap Kecamatan. Kalo tidak salah, instruksi ini 

dasarnya keputusan bupati tentang satgas stunting (Keputusan 

Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024) ada juga keputusan 

ketua satgas kabupaten (Keputusan Ketua TPPS Kabupaten 

Jember Nomor 1/TPPS-KAB.JEMBER/2024).70 

 

Disamping adanya program pembentukan Tim Percepatan 

Penurunan Stunting, Kabupaten Jember juga membentuk Desa Zero 

Perkawinan Anak yang merupakan desa yang seluruh jajaran 

pemerintahannya berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan 

anak dan pencegahan stunting terintegrasi. Menurut Bapak Joko 

Sutriswanto, beliau menjelaskan: 

Mereka punya komitmen untuk menjadikan desa mereka nol 

perkawinan anak melalui program program yang ada. Meskipun 

dalam kenyataannya sulit, tapi yang penting komitmennya itu 

dapet. Alhamdulillah tahun 2023 dan 2024 mulai ada peningkatan 

desa-desa yang bisa mandiri untuk mengurus desa mereka dari 

perkawinan anak dan stunting. Tahun 2024 ini pemerintah merilis 

desa-desa yang mulai mampu untuk berkomitmen menjadikan 

desa mereka nol perkawinan anak. Meskipun tidak semua desa di 

Jember ini yang masuk dalam data tersebut, tapi setidaknya sudah 

ada contoh yang bisa kemudian menjadi awal mula desa lain bisa 

bangkit. Kalo data desa-desa itu ada di SK Bupati (Keputusan 

Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024), nanti saya kirim.71 

 

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2024, peneliti 

melaksanakan penelitian lapangan kepada Bapak Iwan Hadi Purwanto 

selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 

terkait program dan regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 

Jember. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa di Desa 

                                                             
70 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
71 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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Cangkring terdapat 2 program utama pencegahan perkawinan anak dan 

stunting. Program tersebut berupa pembentukan Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) dan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak 

(PIK-R FA). Beliau menjelaskan: 

Di Desa Cangkring ini terdapat tim yang bergerak di pencegahan 

perkawinan anak dan stunting. Ada TPK sama PIK-R FA. Kalo 

TPK itu anggotanya dari bidan, TPPK, PKK, sama Posyandu. 

Kalau PIK-R FA itu dari kesehatan, PUSPAGA, sama desa. Nah 

TPK itu ada SK dari Kadesnya (Keputusan Kepala Desa 

Cangkring Nomor 06/35.09.16.2008/2022) mas, kalau PIK-R FA 

dari Instruksi Bupati (Instruksi Bupati Nomor 10 Tahun 2021).72 

 

Tabel 4.3 

Jenis Regulasi Lokal Kabupaten Jember 

 

No Jenis Regulasi 

1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Kabupaten Layak Anak 

2) 
Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang 

Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten 

Jember 

3) 
Instruksi Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja (PIK-R) dan Forum Anak 

4) Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 

Tentang Pencegahan Perkawinan Anak 

5) 
Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 

Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten 

Jember 

6) 
Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 Tentang 

Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember 

Tahun 2022-2026 

                                                             
72 Iwan Hadi Purwanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
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7) 

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 

188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting 

Tahun 2024 

8) Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang 

Tim Percepatan Penurunan Stunting 

9) 
Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-

KAB.JEMBER/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan 

Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024 

10) 

Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.06.2018/2022 

Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa 

Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 

2022. 

b. Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember 

Melalui regulasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 

Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga membuat sejumlah program 

pencegahan perkawinan anak dengan berkolaborasi dengan berbagai 

sektor baik swasta maupun pemerintahan dengan tujuan untuk 

memperkuat dan mendukung implementasi program-program yang telah 

dibuat.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, peneliti 

menemukan beberapa program yang berhubungan dengan upaya 

pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Program tersebut 

diantaranya pertama, sosialisasi pencegahan perkawinan anak bersama 

lintas sektor. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui 
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pihak kecamatan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki 

kontribusi penting dalam pencegahan perkawinan anak. Program ini 

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tingkat kecamatan dengan 

mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah yang berhubungan 

dengan budaya, tingkat pendidikan, kesehatan, serta angka kasus 

perkawinan anak.  

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan di Kecamatan 

Jenggawah yang merupakan kecamatan dengan kasus perkawinan anak 

tertinggi ke dua di Kabupaten Jember dengan 9 kasus atau 7,83%  pada 

tahun 2024.73 Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu 

Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan 

Jenggawah dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah. 

Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa: 

Masyarakat yang melaksanakan seperti itu (perkawinan anak) kan 

biasanya anak desa santri belum genap 20 tahun. Cuman untuk 

pencegahannya kita memprogramkan untuk mensosialisasikan 

kegiatan bersama lintas sektor dari kesehatan (kepala dokter 

puskesmas), dari KUA, dari sekolah SMP SMA, dari guru BK, 

santri ataupun siswanya, pengurus pondok ataupun pengasuhnya. 

Kegiatan ini penekannya bukan lagi pada orangtua tapi kepada 

anak-anak bagaimana kita menguatkan remajanya. Kalo 

remajanya kuat in syaa Alah dorongan orangtua untuk 

menikahkan anaknya secara dini juga akan semakin rendah.74 

  

Kedua, Program Cegah Perkawinan Anak (Cepak), yang 

diselenggarakan oleh kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK). Program ini merupakan program yang dilaksanakan 

                                                             
73 Joko Sutriswanto, “Pencegahan Perkawinan Anak,” Diseminarkan pada acara Training Of 

Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5 

Juli, 2024. 
74 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
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mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga 

keluarahan/desa. Ibu Mafida selaku sekretaris PKK Kecamatan 

Jenggawah menuturkan bahwa: 

Kebetulan sendiri ini merupakan program dari PKK, PKK dari 

PKK provinsi, kabupaten, kecamatan sama desa harus 

memprogramkan yang namanya juga CEPAK (Cegah Perkawinan 

Anak). itu sudah kami laksanakan yang berdasar pada anggaran 

kecamatan Jenggawah.75 

 

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi bersama Wakil Ketua Tim 

Penggerak PKK Kabupaten. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi dan 

pengarahan kembali terkait program pencegahan perkawinan dan 

stunting di Kabupaten Jember. Program ini diikuti oleh seluruh kelompok 

PKK di Kabupaten Jember dan dipimpin oleh Tim Penggerak PKK 

Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya, Ibu Mafida menjelaskan 

bahwa: 

Bersama dengan DP3AKB kegiatannya adalah Monitoring dan 

Evaluasi dari Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten 

yang membahas secara tuntas tentang pencegahan perkawinan 

anak. dalam kegiatan ini mas, kami (kelompok PKK) 

dikumpulkan untuk membahas lebih lanjut terkait program 

pencegahan perkawinan dan stunting yang telah dilaksanakan di 

masing-masing kecamatan. Kemarin terakhir dilaksanakan di 

Kecamatan Ambulu yang dihadiri oleh DP3AKB provinsi sebagai 

narasumbernya.76 

 

Keempat, Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting 

(TPPS). Pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini sejalan 

dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan 

                                                             
75 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
76 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
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Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember dan merupakan 

salah satu upaya mendukung penurunan stunting di tingkat kecamatan 

dan kelurahan/desa. Menurut Ibu Mafida, kepengurusan TPPS ini 

tersusun atas beberapa komponen, mulai dari jajaran Musyawarah 

Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, kepolisian, TNI 

dan aparatur pemerintahan lainnya, juga dari unsur kesehatan seperti 

dokter, bidan dan ahli gizi serta pengurus PKK kecamatan dan 

kelurahan/desa. 

Kaitannya sama perkawinan anak ini juga ada program 

pencegahan stunting yang tergabung dalam TPPS (Tim 

Percepatan Penurunan Stunting). Kepengurusannya ada dari 

Muspika yang terdiri dari Camat, Polisi, TNI, dan lainnya, dokter, 

bidan, gizi, termasuk juga PKK kecamatan dan desa.77 

 

Kelima, Program Bimbingan Perkawinan (BINWIN). Program 

bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA masing-masing kecamatan 

yang dipimpin oleh Kepala KUA dan pegawainya. Program ini 

memfokuskan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin 

terhadap pentingnya membina rumah tangga yang harmonis serta 

pendidikan mental dan spiritual. Terkait informasi ini, peneliti 

melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Jenggawah pada tanggal 17 

Desember 2024 dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak 

Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi di 

KUA Kecamatan Jenggawah. Beliau menuturkan bahwa: 

Program Binwin ini merupakan program wajib yang harus dilalui 

oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Tidak 

                                                             
77 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
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pandang bulu, dibawah umur atau tidak, semua wajib mengikuti. 

Program ini tidak hanya menjadi upaya kami untuk memberikan 

pemahaman kepada calon pengantin terkait bekal berumah 

tangga, namun juga merupakan upaya kami untuk mencegah 

upaya perkawinan anak. baik melalui pemahaman kepada calon 

pengantin agar kuat secara mental dan spiritual, sehingga nanti 

keturunannya tidak seperti dia yang melaksanakan perkawinan 

dini. Namun juga mempersulit administrasi dalam pengurusan 

perkawinan. Tau sendiri kan mas, kalo orang desa males kalo 

perkara sulit sulit gini.78 

 

Keenam, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini 

merupakan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Jember yang 

menangani masalah dispensasi kawin dan program pendampingan 

masalah-masalah keluarga baik berupa kekerasan, pendidikan, dan 

kesehatan. Menurut Bapak Joko Sutriswanto, beliau menjelaskan: 

PUSPAGA di Kabupaten Jember itu ada satu di tingkat kabupaten 

disini tempatnya (DP3AKB Jember) yang tiap hari senin itu 

melaksanakan pendampingan diska terus juga pendampingan 

masalah-masalah keluarga baik kekerasan, pendidikan dan lain 

sebagainya. Ada juga kantor di depan SMP 1 yakni UPTD PPA 

itu juga PUSPAGA. Yang 31 kecamatan itu ada di kecamatan 

masing-masing.79 

Tabel 4.4 

Program Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember 

 

No Jenis Program 

1) Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Lintas Sektor 

2) 
Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) 

3) 
Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 

                                                             
78 Aris Cahyono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024. 
79 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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4) 
Bimbingan Perkawinan (BINWIN) 

5) 
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

6) Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum 

Anak (PIK-R FA) 

7) 
Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

8) Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (TGT-

KLA) 

 
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Perkawinan Anak di 

Kabupaten Jember 

Pelaksanaan suatu kebijakan di suatu wilayah tentu terdapat hal-

hal yang mempengaruhinya. Hal tersebut dapat berupa faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi penting untuk 

digali lebih lanjut untuk mengetahui kompleksitas faktor-faktor sosial, 

budaya, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

Untuk mengetahui hal ini, peneliti melaksanakan penelitian lapangan 

melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, 

lembaga pemerintahan, serta pihak lain yang terlibat.  

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak 

Joko Sutriswanto. Beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung 

pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember terletak 
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pada kualitas SDM stakeholder pelaksana kebijakan dan regulasi yang 

ada. Beliau menjelaskan bahwa: 

Kalo faktor pendukungnya ya, alhamdulillah SDM di Jember itu 

yang semua stakeholder termasuk perangkat daerah di Jember itu 

gercep, bagus. Termasuk organisasi pemerintah provinsi yang ada 

di Jember maupun pusat yang ada di Jember seperti pengadilan 

agama, polres, dan kodim juga mau turut andil.80 

 

Selain itu, Kabupaten Jember juga memiliki alokasi anggaran 

terkait pencegahan perkawinan anak, baik dari pemerintahan maupun 

dari organisasi kemasyarakatan maupun sosial. Dalam wawancara 

tersebut, Bapak Joko menjelaskan: 

Alhamdulillah, temen-temen lembaga masyarakat itu seperti 

Tanoker. Mereka bilang, ‘Pak Joko saya punya satu slot kegiatan, 

dipakai apa kira-kira?’. Saya butuh sosialisasi tentang 

perlindungan anak atau apapun namanya bagi desa. Saya sebagai 

narasumber, mereka yang punya aggaran. Di jember begitu.81 

 

Namun, menurut Bapak Joko terdapat hambatan pelaksanaan 

program dan regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

Hambatan tersebut berasal dari kualitas SDM masyarakat Jember, 

khususnya masyarakat daerah pesisir dan etnis madura. Beliau 

menjelaskan bahwa: 

Masyarakat kita itu masih sering mensalahartikan ayat-ayat Al-

Qur’an. Saya dikasih data oleh ketua PA terkait diska di Jember. 

Saya langsung coba cek langsung di lapangan. Ya gitu, mereka 

mengatakan bahwa anak saya pacaran, kalo ndak saya nikahkan 

kan saya dosa pak. Oke anaknya ndak boleh pacaran, mbok ya 

anaknya disekolahkan. Ternyata anaknya nggak sekolah. Anak 

pondok ditanyakan orang ya dikasihkan. Kalo ndak kata mereka 

nanti di pondok malah pacaran, saya juga yang dosa pak. Kan ya 

salah pemahamannya mas.82 
                                                             

80 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
81 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
82 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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Bapak Joko juga menjelaskan bahwa disamping adanya kesalahan 

berfikir masyarakat desa. Terdapat faktor lain yang mendukung 

perkawinan anak di Kabupaten Jember, yakni faktor kemiskinan. 

Menurut beliau, faktor kemiskinan ini menjadi salah satu faktor utama 

masyarakat Jember tidak bisa sekolah dan memilih untuk menikah di usia 

anak dan bekerja. Sehingga kemiskinan tersebut akan turun temurun 

kepada anak-anaknya dan sulit untuk dientaskan. Beliau menjelaskan 

bahwa: 

Karena dulu bapaknya adalah orang miskin. Setelah bapaknya 

miskin, maka anaknya tidak disekolahkan. Ketika anaknya ndak 

sekolah, ketemu jodohnya yang kurang lebih pendapatannya 50 

ribu 60 ribu. Itu kalo dikasihkan ke istrinya tidak semua, paling 

separo. Sisanya dibuat dibeli rokok, pulsa, BBM. Akhirnya terus 

mereka miskin dapat miskin menelorkan miskin, ini yang 

namanya kemiskinan struktural. Anaknya nanti punya anak lagi, 

anaknya mesti ndak sekolah, terus begitu.83 

 

Kemudian, dalam pelaksanaan program dan regulasi pencegahan 

perkawinan anak di Kabupaten Jember. Terdapat perbedaan persepsi 

antara Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili perkara 

dispensasi kawin dengan Pemerintah Kabupaten Jember utamanya dalam 

hal-hal yang ada dalam SE Nomor 474 Tahun 2024 tentang Pelayanan 

Diska di Kabupaten Jember. Dimana dalam SE tersebut, terdapat 3 surat 

rekomendasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon diska. Sedangkan 

menurut Bapak Drs. Moh Hosen, S.H.,M.H. selaku hakim diska di 

                                                             
83 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024. 
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Pengadilan Agama Jember dalam wawancara yang dilaksanakan pada 

tanggal 24 Desember 2024, beliau menurutkan bahwa: 

Kalo saya tidak wajib semuanya. Mereka tidak komitmen dalam 

surat rekomnya. Jadi rekom dari psikolog bertentangan dengan 

BKKBN. Rekom dari BKKBN itu semuanya siap nikah siap 

hamil. Jadi ketidakselarasan antara rekom-rekom itu 

menunjukkan tidak adanya komitmen mereka. Mereka 

menyatakan bahhwa surat rekom itu sebagai penentu diterima 

tidaknya diska pemohon. Padahal kan rekom itu selanjutnya kami 

saring. Wong hakim itu sifatnya independen kan. Tunduknya 

hanya bisa ke Perma bukan SE Bupati.84 

 

Dalam kesempatan lain, pada tanggal 20 Januari 2025 peneliti 

juga melaksanakan penelitian kepada Bapak Hamid dan Bapak Khoir 

selaku Ketua RT 02 dan RW 08 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah. 

Dalam wawancara tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi SE 

Gubernur Jatim No. 474 Tahun 2021 dalam angka 1 yang menyebutkan 

bahwa ketua RT dan RW dihimbau untuk melaksanakan pencegahan 

perkawinan anak di lingkungannya. Dalam wawancara tersebut, Bapak 

Khoir menjelaskan bahwa: 

Saya tidak faham sama sekali masalah itu mas. Yang saya fahami 

tugas saya ya menjaga kerukunan warga sama surat pengantar 

saja mas. Kalo untuk pencegahan perkawinan anak ya ndak tau 

saya mas. Apalagi yang katanya smean layak anak itu (Pasal 39 

ayat (2) dan (3) Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang RT 

Layak Anak), tidak ada disini mas.85  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Moh. Hosen, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Desember 2024. 
85 Khoir, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2025. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menanggapi Surat 

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai langkah 

strategis untuk menanggapi Segub Jatim No. 474/2021 tentang upaya 

menekan angka perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Jember 

mengintegrasikan kebijakan Segub Jatim No. 474/2021 dengan regulasi dan 

program yang ada di Kabupaten Jember. Langkah ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan 

meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin di wilayah 

Kabupaten Jember.  

Selain itu, pengetatan prosedur pengajuan dispensasi kawin melalui 

pengadilan agama telah membantu membatasi perkawinan anak pada 

beberapa kasus yang ada. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Jember 

memiliki beberapa regulasi dan program pencegahan perkawinan anak yang 

terintegrasi dengan Segub Jatim No. 474/2021, yakni: 

a. Kabupaten Layak Anak 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kabupaten Layak Anak (Perda Jember No. 1 Tahun 2023) 

merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Jember untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, dan 

mendukung tumbuh kembang anak. Perda Jember No. 1 Tahun 2023 ini 

disahkan pada 14 April 2023 dengan tujuan untuk mendorong 
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penyelenggaraan pembangunan daerah yang responsif terhadap 

kebutuhan anak.  

Peraturan ini sejalan dengan upaya menjadikan Kabupaten 

Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengacu pada 

sistem pembangunan berbasis hak anak dengan melibatkan kolaborasi 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan 

pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh, terencana, 

dan berkelanjutan. 

Sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak anak dan 

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. 

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023 

berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak melalui penguatan 

perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan 

mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Hal ini termaktub dalam 

beberapa pasal yang ada dalam perda ini yakni pada pasal 14 huruf c, 

pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2 huruf b, dan pasal 46. 

Pasal 14 

c.  Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri 

atas indikator: 

1)  pencegahan perkawinan anak; 

2)  penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan  

3)  pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga; 

4)  pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI) 

5)  standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan 

6)  ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.86 

 

Pasal 21 

                                                             
86 Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 

2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 14 huruf (c).  
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(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk:  

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada anak.87 

 

Pasal 27 

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang  

berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan  

Pengasuhan Alternatif berupa: 

     b.  mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga 

anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya 

permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta 

terlindungi dari pornografi;88 

 

Pasal 46 

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 

meliputi: 

a. pencegahan perkawinan anak; 

b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan 

anak bagi orangtua/keluarga; 

c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); 

d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan 

e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.89 

Melalui Perda ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya 

melaksanakan himbauan Gubernur Jawa Timur terkait pencegahan 

perkawinan anak yang ada dalam Segub Jatim No. 474/2021. Segub 

Jatim No. 474/2021  memuat 6 (enam) himbauan yang ditujukan kepada 

pemerintah daerah mulai dari tingkat bupati/walikota hingga jajaran RT 

dan organisasi kemasyarakatan. Dalam Segub Jatim No. 474/2021  

Angka 1, Gubernur Jawa Timur memerintahkan dan mengajak kepada 

jajaran pemerintah kecamatan hingga RT untuk melakukan pencegahan 

                                                             
87 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21 ayat (1). 
88 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 27 ayat (1). 
89 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 46 ayat. 
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perkawinan anak dengan tidak memberikan dukungan baik tulisan 

maupun lisan. Hal ini telah diatur dalam Perda Jember No. 1 Tahun 2023 

dalam Bab V tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah 

yang terdiri dari pasal 20, 21, 22 dan 23. 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 

Pasal 20 

1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, 

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, 

urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi, 

melindungi, dan menghormati Hak Anak. 

3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan 

Anawk. 

4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. 

5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan 

melalui upaya daerah membangun KLA. 

6) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia 

dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain 

yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. 

8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi 

penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin 

anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat 

sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.90 

 

Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga 

Pasal 21 

(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk : 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; 

                                                             
90 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 20. 
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c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi 

pekerti pada anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 

atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.91 

 

Tanggung Jawab Dunia Pendidikan 

Pasal 22 

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 

pendidik, dan tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau 

pihak lain. 

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

masyarakat.92 

 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat 

Pasal 23 

1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan 

Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi 

Kemasyarakatan, Akademisi, Dan Pemerhati Anak.93 

 

Disamping kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatas, 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati Jember juga 

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kecamatan dan 

kelurahan/desa dengan memberikan instruksi terkait pembentukan daerah 

ramah anak yang melindungi dan menjamin hak-hak anak. Daerah ramah 

anak ini terdiri dari keluarga ramah anak, RT dan RW ramah anak, 

kelurahan/desa ramah anak, kecamatan ramah anak, pendidikan ramah 

                                                             
91 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21. 
92 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 22. 
93 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 23. 
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anak, dan kesehatan ramah anak. Hal ini diatur dalam pasal 39 Perda 

Jember No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi: 

Ramah Anak 

Pasal 39 

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku, Ramah Anak berupa kondisi non fisik suatu wilayah yang 

meliputi : 

a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan 

anak seperti bertegur sapa dan memberi salam; 

b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak; 

c. kebiasaan memuji anak; 

d. mengucapkan terimakasih; 

e. sabar dan tidak memaksakan kehendak; 

f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan 

g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif. 

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku, Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada lingkungan : 

a. Rukun Warga; 

b. Rukun Tetangga; 

c. Desa/Kelurahan; 

d. Kecamatan; 

e. keluarga; dan 

f. penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang 

pendidikan, kesehatan dan lainnya. 

(3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada lingkungan : 

a. Keluarga Ramah Anak; 

b. RT Ramah Anak; 

c. RW Ramah Anak; 

d. Desa/Kelurahan Ramah Anak; 

e. Kecamatan Ramah Anak; 

f. Satuan Pendidikan Ramah Anak; 

g. Puskesmas Ramah Anak; 

h. Klinik Ramah Anak; dan 

i. Rumah Sakit Ramah Anak.94 

 

Salah satu bentuk implementasi dari pasal ini, terdapat beberapa 

desa di Kabupaten Jember yang telah melaksanakan program ramah anak 

                                                             
94 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 39. 
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melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Salah satu desa 

yang memiliki program tersebut yakni Desa Cangkring Kecamatan 

Jenggawah Kabupaten Jember. Pembentukan TPK tersebut berdasar pada 

Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.06.2018/2022 Tentang 

Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Cangkring Kecamatan 

Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2022 (SK Kades Cangkring No. 

06/2022). 

SK Kades Cangkring No. 06/2022 merupakan kebijakan lokal 

yang bertujuan untuk membentuk tim pendamping keluarga (TPK) di 

tingkat desa. Kebijakan ini dibentuk untuk mendukung program-program 

peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk upaya mencegah stunting, 

serta meningkatkan kesejahteraan anak dan ibu. 

Keputusan ini menetapkan pembentukan TPK Desa Cangkring 

yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan 

pendampingan kepada keluarga di desa. Tim ini terdiri dari perwakilan 

berbagai elemen masyarakat, seperti: 

a) Kader kesehatan meliputi bidan dan kader posyandu serta pendukung 

lainnya yang bertugas memberikan edukasi terkait pola hidup sehat, 

gizi keluarga, dan pencegahan stunting. 

b) Tokoh masyarakat seperti PKK desa yang berperan dalam sosialisasi 

dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang 

membutuhkan. 
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Dalam keputusan ini, TPK Desa Cangkring memiliki tugas dan 

fungsi untuk melakukan pendataan keluarga dengan mengidentifikasi 

keluarga yang membutuhkan bantuan baik dari aspek kesehatan, 

ekonomi, maupun sosial; memberikan edukasi dan penyuluhan dengan 

menyampaikan informasi terkait kesehatan ibu dan anak, pola asuh anak, 

dan pentingnya pendidikan keluarga; mengawasi pelaksanaan program 

kesehatan dengan berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting dan 

mendukung kesehatan ibu hamil serta balita; mendorong akses layanan 

publik dengan membantu keluarga mengakses program bantuan 

pemerintah, seperti program gizi, pendidikan, atau bantuan sosial.  

Selain itu, dalam Segub Jatim No. 474/2021 angka 1 termuat 

himbauan mengenai pengaturan pembatasan usia minimum perkawinan 

19 (sembilan belas) tahun serta pengajuran pelaksanaan perkawinan usia 

25 (dua puluh lima) tahun untuk calon pengantin pria dan 21 (dua puluh 

satu) tahun untuk calon pengantin wanita.95 Pembatasan usia minimum 

perkawinan ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya 

diperbolehkan jika calon pengantin baik pria maupun wanita berusia 19 

tahun atau lebih.96  

Perda Jember No. 1 Tahun 2023 memuat pengaturan mengenai 

batasan usia anak yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) yang berbunyi 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

                                                             
95 Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474/2021, angka (1). 
96 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1). 
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termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.97 Pengaturan ini 

dimaksudkan sebagai penjelasan atas istilah anak yang digunakan dalam 

perda ini. Sehingga implikasi pelaksanaan perda ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak dibawah usia 19 tahun terhadap 

hal-hal yang telah diatur termasuk perkawinan anak.  

Selanjutnya dalam Segub Jatim No. 474/2021 Angka 2, Gubernur 

Jawa Timur menginstruksikan kepada perangkat daerah kabupaten/kota 

untuk membuat kebijakan dan komitmen anggaran terkait pencegahan 

perkawinan anak. Meskipun Kabupaten Jember belum memiliki regulasi 

khusus terkait pencegahan perkawinan anak, melalui Perda Jember No. 1 

Tahun 2023 tentang KLA ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah 

berupaya memberikan perlindungan dan jaminan atas hak atas termasuk 

dalam hal perkawinan anak. Dalam Perda Jember No. 1 Tahun 2023 

pasal 72 terdapat sumber pendanaan dalam upaya menjadikan Kabupaten 

Jember sebagai kabupaten layak anak. 

Pendanaan 

Pasal 72 

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi 

persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.98 

 

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur melalui Segub Jatim No. 

474/2021 dalam angka 3 (tiga) menghimbau untuk memberikan 

                                                             
97 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (9). 
98 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 72. 



85 

 

 

 

dorongan dan fasilitas pemenuhan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) 

tahun sebagai upaya memajukan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di 

masing-masing wilayah kabupaten/kota. Melalui Perda Jember No. 1 

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jember mengatur mengenai program 

wajib belajar 12 tahun yang dijelaskan dalam pasal 48 yang berbunyi: 

Pasal 48 

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan 

kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), 

meliputi: 

a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 

b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan 

c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif 

yang ramah anak.99 

 

Selain dalam hal pendidikan dan perlindungan anak terhadap 

perkawinan anak, Perda Jember No. 1 Tahun 2023 juga mengatur 

mengenai layanan konseling dan pendampingan terhadap anak yang 

menjadi korban pemaksaan perkawinan anak karena suatu hal tertentu. 

Hal tersebut diatur dalam pasal 69 Perda Jember No. 1 Tahun 2023 yang 

berbunyi “Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m 

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, 

rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”100 

Definisi penelantaran dalam pasal ini dijelaskan dalam pasal 1 

ayat (32) Perda Jember No. 1 Tahun 2023 yang berarti “tindakan 

pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, 

                                                             
99 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 48. 
100 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 56 ayat (2). 
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serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-

kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya 

sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku”.101 

Berdasarkan definisi penelantaran yang dimaksud dalam pasal 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemaksaan terhadap 

anak untuk melakukan perkawinan merupakan tindakan penelantaran 

terhadap anak karena mengganggu dan menghambat tumbuh kembang 

anak untuk dapat melaksanakan hak-haknya seperti hak untuk mendapat 

pendidikan, kehidupan yang layak dan hak tumbuh kembang.  

Disamping jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi 

korban perkawinan anak yang diatur dalam perda ini, Gubernur Jawa 

Timur melalui Segub Jatim No. 474/2021 juga menghimbau kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas dan 

menyediakan sarana prasarana layanan konseling keluarga dan 

pendampingan terhadap anak yang sangat terpaksa melakukan 

perkawinan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan atas 

hak pendidikan, hak kesehatan dan keterampilan. Segub Jatim No. 

474/2021 Angka 4 memberikan himbauan untuk: 

Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan 

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau sejenisnya guna 

memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk 

mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta 

                                                             
101 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 69. 
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ketrampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa 

melakukan perkawinan anak.102 

 

Kemudian, Segub Jatim No. 474/2021 Angka 5 juga menghimbau 

kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan sekolah 

calon pengantin bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan anak. 

Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada anak untuk bekal rumah dalam kehidupan berumah tangga. 

Himbauan tersebut berbunyi “memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan 

Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan 

pernikahan guna mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan 

kehidupan berumah tangga”.103  

Merespon dari himbauan ini, pemerintah Kabupaten Jember 

melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023 dalam pasal 27 ayat (2) huruf e 

menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak lingkungan dan 

pengasuhan alternatif, keluarga dan anak berhak mendapatkan hak-

haknya berupa pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah. 

Pasal 27 

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif berupa: 

e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan 

menikah.104 

 

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Jember 

dalam menjadikan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak, 

dibentuklah Tim Gugus Kabupaten Layak Anak (Tim Gugus KLA) yang 

                                                             
102 Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474 tahun 2021, angka (4). 
103 Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474 tahun 2021, angka (5). 
104 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (2). 
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tersusun dari beberapa unsur dan lembaga di Kabupaten Jember meliputi 

organisasi perangkat daerah yang tersusun dari dinas-dinas yang ada di 

Kabupaten Jember yang berjumlah 24 dinas, Lembaga Negara yang 

tersusun dari Kementerian dan Universitas di Kabupaten Jember yang 

berjumlah 13 lembaga, Lembaga Masyarakat Peduli Anak yang tersusun 

dari bidang keagamaan, kesehatan, dan sosial yang berjumlah 34 

lembaga, dan unsur dunia usaha yang tersusun dari Perseroan Terbatas 

(PT) dan Commanditaire Vennoostschap (CV) di Kabupaten Jember 

yang berjumlah 12 perusahaan.105 

Tim Gugus KLA merupakan tim yang disusun berdasarkan 

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim 

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-

2026 (SK Bupati Jember No. 188.45/2022) yang bertujuan untuk 

melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan 

pada waktu pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai 

dengan rencana dengan output memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah 

(RAD) yang telah disusun sesuai urusan dan tugas di masing-masing 

Perangkat Daerah telah berjalan dengan beberapa titik pantau dan yang 

tergabung di dalam Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana yang telah 

ditetapkan. 

Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Jember 

tersusun atas Pengarah I yang merupakan Bupati Jember, Pengarah II 

                                                             
105 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim Gugus 

Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026, angka (4). 



89 

 

 

 

yang merupakan Wakil Bupati Jember, Pengarah III yang merupakan 

Kepala Kepolisian Resor Jember, Pengarah IV yang merupakan Kepala 

Kejaksaan Negeri Jember, Pengarah V yang merupakan Kepala 

Pengadilan Agama Jember, Pengarah VI yang merupakan Kepala 

Pengadilan Negeri Jember, Penanggungjawab yang merupakan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Jember, Ketua yang merupakan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Sekretaris yang 

merupakan Kepala DP3AKB. 

Selain itu, terdapat beberapa koordinator dan anggota dari 

masing-masing kluster meliputi Koordinator dan anggota sekretariat, 

Koordinator dan anggota Kluster Kelembagaan dan Kebijakan, 

Koordinator dan anggota Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, 

Koordinator dan anggota Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif, Koordinator dan anggota Kluster 3 Kesehatan dan 

Kesejahteraan, Koordinator dan anggota Kluster 4 Pendidikan, 

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan Koordinator 

dan anggota Kluster 5 Perlindungan Khusus.106 

Akan tetapi, meskipun Perda Layak Anak sudah ada. Penyusunan 

Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak masih diperlukan. Hal ini 

karena Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah Jember benar-benar serius dalam menangani 

isu yang krusial ini. 

                                                             
106 Bupati Jember, SK Bupati No. 188/2022. 
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Disamping itu, Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang 

Kabupaten Layak Anak merupakan peraturan yang bersifat makro dan 

strategis dengan tujuan menetapkan visi besar Jember sebagai kabupaten 

yang menjamin hak-hak anak. Namun, persoalan pencegahan perkawinan 

anak membutuhkan aturan yang lebih teknis dan implementatif. 

Sehingga melihat hal ini, perbup dapat mengatur lebih rinci 

terkait langkah-langkah operasional, seperti mekanisme edukasi kepada 

masyarakat terkait dampak negatif perkawinan anak, tanggung jawab 

konkret lintas sektor (dinas, kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat) 

dalam pencegahan perkawinan anak, serta prosedur pengawasan dan 

pelaporan kasus perkawinan anak. 

b. Pencegahan Perkawinan Anak 

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh 

laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi aturan usia untuk 

melaksanakan perkawinan. Pengaturan usia ini dijelaskan dalam pasal 7 

UU No. 16 tahun 2019 yang memberikan batasan usia perkawinan 

minimal 19 tahun.107 Pembatasan usia perkawinan ini bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga 

terhindar dari adanya kerataka dalam hubungan akibat kurang matangnya 

usia perkawinan.108 Sehingga perkawinan anak tidak menimbulkan 

adanya dampak negatif terhadap pasangan suami istri, anak, maupun 

keluarga mereka.  

                                                             
107 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, pasal 7. 
108 Busriyanti, Fiqh, 8. 
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Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 

tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Sebup Jember No. 474/2021) 

merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember sebagai 

bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka perkawinan 

anak di Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan 

arahan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, instansi 

pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. 

Agar bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan 

anak yang masih menjadi masalah serius di wilayah Kabupaten Jember. 

Dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten 

Jember, Sebup Jember No. 474/2021 memberikan arahan dan langkah-

langkah pencegahan yang komprehensif. Langkah-langkah ini dirancang 

untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak buruk 

perkawinan anak dalam mewujudkan perlindungan hak anak. Arahan 

yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi 

juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, 

dan keluarga sebagai pilar utama dalam pencegahan. Arahan ini 

memberikan sejumlah arahan berupa: 

a) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: menginstruksikan dinas 

terkait dan pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan/desa, RW, dan 

RT untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan 

anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial dan 

ekonomi. 
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b) Pelibatan Pemerintah Desa/Kelurahan: memerintahkan kepada 

pemerintah desa dan kelurahan untuk berperan aktif dalam memantau 

masyarakat yang berpotensi melaksanakan perkawinan anak. 

c) Peran Lembaga Pendidikan: lembaga pendidikan dihimbau untuk 

memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya perkawinan anak 

dan mendorong pentingnya melanjutkan pendidikan hingga tingkat 

yang lebih tinggi. 

d) Dukungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: mengajak tokoh 

agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan terhadap anak sesuai nilai-nilai agama, 

termasuk menekankan perlunya kesiapan usia dalam pernikahan. 

e) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: mendorong kolaborasi antara 

pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama 

menciptakan program-program pencegahan perkawinan anak.109 

Dalam Angka 4 Sebup Jember No. 474/2021 terdapat himbauan 

terkait pembentukan PIK-R dengan tujuan untuk menyediakan ruang 

edukasi, layanan konseling, dan sarana partisipasi yang dapat 

memberdayakan remaja dan anak-anak dalam menghadapi berbagai 

tantangan.110 Himbauan bupati tersebut kemudian diteruskan dengan 

mengeluarkan Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja 

(PIK-R) dan Forum Anak. 

                                                             
109 Bupati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 tentang 

Pencegahan Perkawinan Anak. 
110 Bupati Jember, Sebup Jember No. 474/2021, angka (4). 
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Pembentukan PIK-R dan Forum Anak merupakan langkah 

konkret yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosial yang 

mendukung tumbuh kembang remaja dan anak-anak di Kabupaten 

Jember. Selain memberikan layanan informasi dan konseling, kebijakan 

ini juga membuka ruang bagi remaja dan anak-anak untuk berkontribusi 

secara aktif dalam proses pembangunan, terutama dalam isu-isu yang 

menyangkut kepentingan mereka. Melalui kebijakan ini, Pemerintah 

Kabupaten Jember berupaya untuk tidak hanya melindungi hak-hak 

remaja dan anak-anak, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu 

menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. 

Sasaran dan target dari instruksi ini adalah untuk menciptakan 

generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki kesadaran 

yang tinggi terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka. 

Sasaran utama dari kebijakan ini meliputi remaja usia sekolah (SMP, 

SMA, dan sederajat) yang akan mendapatkan akses ke layanan informasi 

dan konseling terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental, 

keterampilan hidup, hingga pencegahan perilaku berisiko seperti 

penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini.  

Selain itu, kebijakan ini juga menyasar anak-anak di seluruh 

desa/kelurahan di Kabupaten Jember melalui pembentukan Forum Anak 

yang berfungsi sebagai wadah partisipasi mereka dalam menyuarakan 

aspirasi, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.  
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Instruksi ini juga menargetkan lembaga pendidikan, pemerintah 

desa/kelurahan, serta organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam 

pelaksanaan dan pembinaan PIK-R dan Forum Anak. Melalui kolaborasi 

lintas sektor, diharapkan program ini mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan 

pentingnya perlindungan dan pemberdayaan remaja serta anak-anak. 

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak hanya melahirkan 

remaja dan anak-anak yang sehat, mandiri, dan produktif, tetapi juga 

menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang 

mereka secara maksimal.111 

Selain melalui program pencegahan perkawinan anak dan regulasi 

lokal pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Jember juga 

melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pengetatan 

administrasi pengurusan diska di pengadilan agama. Dalam mengajukan 

permohonan diska di Pengadilan Agama Jember, Pemerintah Kabupaten 

Jember menambahkan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh 

pemohon diska untuk dapat diberikan izin melakukan perkawinan di 

bawah umur melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. 

Upaya pencegahan perkawinan anak ini dijelaskan dalam Surat Edaran 

Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan 

Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember (Sebup Jember No. 

474/2024). 

                                                             
111 Bupati Jember, Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan 

Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak. 
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Sebup Jember No. 474/2024 merupakan kebijakan yang 

diterbitkan untuk mengatur tata kelola dan prosedur pengajuan diska di 

wilayah Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengajuan diska dilakukan secara akuntabel, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip 

perlindungan hak anak. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan 

angka perkawinan anak dengan memberlakukan proses pengajuan yang 

ketat dan berbasis pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. 

Surat edaran ini diterbitkan untuk memperketat persyaratan 

perkawinan anak dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak di 

Kabupaten Jember. SE Bupati ini merujuk pada Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam surat edaran ini, pemerintah 

Kabupaten Jember memberikan syarat tambahan kepada pemohon 

dispensasi kawin yang ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan 

Agama Jember. Syarat tambahan ini berupa: 

a) Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 

b) Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan 

c) Surat Rekomendasi Psikolog 

d) Surat Penolakan KUA112 

 

                                                             
112 Bupati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang 

Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember. 
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Adapun alur pelayanan diska di Kabupaten Jember dapat 

dilaksanakan melalui alur berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pemohon yakni catin/keluarga: Pemohon menyiapkan dokumen untuk 

diserahkan ke KUA di Kecamatan setempat. Kelengkapan dokumen 

tersebut berupa: 

- Fotokopi KTP Orang Tua 

- Fotokopi Kartu Keluarga 

- Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Ijazah Kedua Calon Mempelai 

b) Kantor Urusan Agama (KUA): Pemohon menyerahkan dokumen 

persyaratan dan KUA akan menerbitkan Surat Penolakan (SP) (model 

N.7) 

c) Puskesmas: Setelah dari KUA, pemohon mendatangi Puskesmas di 

Kecamatan setempat untuk meminta Surat Keterangan Sehat (SKS) 

dengan menunjukkan surat penolakan dari KUA. 

Gambar 4.1 

Alur Pelayanan Dispensasi Kawin 
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d) Balai Penyuluhan KB: Selanjutnya, pemohon mendatangi Balai KB di 

kecamatan setempat dengan membawa SKS dari puskesmas dan SP 

dari KUA untuk meminta menerbitkan Sertifikat Elsimil dan Inform 

Choice (Formulir Pemilihan Kontrasepsi). 

e) DP3AKB: Pemohon mendatangi Kantor DP3AKB Jember untuk 

menjalani proses skrining dari Tim DP3AKB. 

f) Psikolog: Selanjutnya, pemohon menjalani proses konseling dari 

psikolog di Kantor DP3AKB Jember. 

g) Pengadilan Agama: Setelah seluruh dokumen lengkap, Tim DP3AKB 

Jember akan mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Pengadilan 

Agama Jember 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.113 

c. Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember 

UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya 

boleh dilaksanakan apabila usia calon pengantin baik pria maupun wanita 

telah berumur 19 tahun.114 Akibatnya perkawinan dibawah umur 19 

tahun tidak boleh dilaksanakan kecuali telah mendapat dispensasi kawin 

dari pengadilan. Hal ini ditujukan untuk memberikan batasan dan 

pengendalian terhadap perkawinan anak yang memiliki dampak negatif 

terhadap keluarga muda dan anak-anak mereka. Karena perkawinan di 

bawah umur dapat menimbulkan masalah lain seperti perceraian, KDRT 

hingga kondisi stunting pada anak. 

                                                             
113 DP3AKB Jember, “Alur Pelayanan Dispensasi Kawin,” 30 Desember 2024. 
114 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1). 
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Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi kualitas hidup anak dan akan berakibat pada 

pertumbuhan serta perkembangan anak yang kurang maksimal sehingga 

dapat mengakibatkan masalah stunting pada anak.115 Pembatasan usia 

perkawinan merupakan langkah pemerintah dalam menjamin kualitas 

kehidupan anak salah satunya pencegahan stunting.  

Merespon dari permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Jember 

membuat beberapa regulasi tentang pencegahan stunting terintegrasi 

yang bertujuan untuk memberikan upaya pencegahan terstruktur terhadap 

permasalahan stunting di Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Jember 

Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting 

Terintegrasi di Kabupaten Jember merupakan produk hukum Kabupaten 

Jember yang menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam permasalahan 

pencegahan stunting di Kabupaten Jember. 

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 (Perbup Jember 

No. 49 Tahun 2021) adalah kebijakan yang berfokus pada percepatan 

pencegahan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Jember. 

Pendekatan terintegrasi dimaksudkan sebagai proses penyelarasan unsur-

unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola 

kehidupan yang selaras. Peraturan ini dirancang untuk menangani 

masalah stunting yang merupakan salah satu tantangan utama dalam 

                                                             
115 Abdullah Azam Mustajab dan Farihah Indriani, “Hubungan Pernikahan Usia Anak 

Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wonosobo,” Jurnal Keperawatan Widya Gantari 

Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret (2023): 2. 
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meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di Kabupaten 

Jember.  

Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan 

stunting dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai 

sektor, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan gizi, 

kesehatan, serta layanan dasar bagi ibu hamil, bayi, dan anak. Percepatan 

pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah yang 

relevan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan 

DP3AKB. Peran aktif dari desa dan masyarakat juga menjadi bagian 

penting dalam pelaksanaan program ini.116 

Demi terwujudnya pelaksanaan percepatam pencegahan stunting 

di Kabupaten Jember diperlukan adanya keterbukaan dan peran para 

pihak terkait. Hal ini dapat terwujud melalui program sosialisasi, seminar 

maupun pemberitahuan langsung kepada masyarakat melalui pemerintah 

daerah setempat. Dalam perbup ini, termuat aturan terkait peran serta 

daerah dalam mendukung keberhasilan pencegahan stunting terintegrasi 

di Kabupaten Jember. Dalam pasal 9 huruf b dijelaskan bahwa 

pemerintah daerah berperan untuk "mensosialisasikan kebijakan terkait 

upaya pencegahan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan 

                                                             
116 Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan 

Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember. 
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nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan 

lembaga/organisasi non pemerintahan dan masyarakat”.117 

Pasal diatas merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jember 

dalam memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat 

terkait program percepatan pencegahan stunting. Karena pencegahan 

stunting merupakan salah satu masalah nasional yang masuk dalam 

prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pasal ini juga merupakan 

respon Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah 

perkawinan anak melalui pencegahan stunting terintegritas sebagaimana 

himbauan dalam Segub Jatim No. 474/2021  Angka 1. 

Selain melalui program sosialisasi kepada masyarakat, 

pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting juga dilaksanakan 

melalui dinas-dinas terkait sebagai pelaksana perbup ini. Dalam Angka 4 

Segub Jatim No. 474/2021 terdapat himbauan untuk memberikan layanan 

konseling keluarga melalui program PUSPAGA, sekolah catin atau 

sejenisnya dengan tujuan memberikan pemenuhan hak anak atas 

pendidikan, kesehatan, serta keterampilan.118 Dalam perbup ini, terdapat 

aturan yang memerintahkan kepada dinas-dinas terkait seperti dinas 

sosial atau DP3AKB, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta 

kementerian agama untuk memberikan pendampingan dan konseling 

terhadap anak dan orangtua. Hal ini dijelaskan dalam pasal 13 huruf f, g, 

dan h, pasal 21 huruf c dan j, serta pasal 24 huruf e, f, g, dan j. 

                                                             
117 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 9. 
118 Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474/2021, angka 4. 
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Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pasal 13 

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan 

pencegahan stunting antara lain: 

f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima 

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan konselor Pusat Pembelajaran 

Keluarga (PUSPAGA); 

g. pendampingan keluarga dengan balita Stunting melalui kegiatan 

peningkatan kapasitas asuhan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga 

(PUSPAGA)/ pekerja sosial; 

h. penyediaan layanan konseling pencegahan penanganan potensi resiko 

dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat 

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);119 

 

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Pasal 21 

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan 

catatan sipil dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara 

lain: 

c. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan 

calon pengantin non muslim, dengan penguatan regulasi terkait 

kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti 

kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus 

memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh 

penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di 

tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan 

sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin; 

j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus 

sekolah.120 

 

Urusan yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama 

Pasal 24 

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan pencegahan 

Stunting antara lain: 

e. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan 

calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi 

pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon 

pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu 

                                                             
119 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 13. 
120 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 21. 
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calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon 

pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan 

diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan 

calon pengantin; 

f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan 

masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus 

utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada 

keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai 

amanah yang diberikan Tuhan Yang maha Esa dengan fokus 

kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak; 

g. meningkatan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan 

masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan 

pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua 

sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua 

pimpinan kelompok/ organisasi yang menaungi berbagai penganut 

agama/ kepercayaan yang ada di wilayah kerja kabupaten; 

j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus 

sekolah.121 

 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Keputusan 

Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 (SK Bupati Jember No. 

188.45/2024) Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati 

Jember membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 

Kabupaten Jember sebagai tim yang bertanggungjawab atas program 

percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Jember. Secara umum, 

TPPS terdiri dari dua tim besar, yakni tim pengarah dan tim pelaksana.  

Tim pengarah bertugas untuk memberikan arahan bagi perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan 

penurunan stunting di Kabupaten Jember. Tim pengarah terdiri dari ketua 

tim pengarah yang merupakan Bupati Jember dan anggota tim pengarah 

yang tersusun dari Komandan Kodim 0824 Jember, Kapolres Jember, 

                                                             
121 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 24. 
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Ketua DPRD Kabupaten Jember, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, 

Ketua Pengadilan Negeri Jember, Ketua Pengadilan Agama Jember, 

Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, dan Tim Asistensi Ahli 

Percepatan Program Prioritas Kabupaten Jember. 

Sedangkan tim pelaksana bertugas untuk mengkoordinasikan, 

mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program 

dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah, 

pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, maupun dengan 

pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Tim pelaksana 

terdiri dari ketua tim pelaksana yang merupakan Wakil Bupati Jember, 

wakil ketua tim pelaksana yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah Kabupaten Jember, Kepala Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, dan Ketua Tim Penggerak 

PKK Kabupaten Jember serta sekretaris tim pelaksana yang merupakan 

Kepala DP3AKB Kabupaten Jember.  

Selain itu, tim pelaksana juga memiliki jabatan lain dalam tim 

sesuai dengan bidang yang ditangani. Jabatan tersebut meliputi 

sekretariat pelaksana yang terdiri dari koordinator dan satgas sekretariat, 

bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang terdiri 

dari koordinator dan satgas bidang pelayanan, bidang perubahan perilaku 

dan pendampingan keluarga yang terdiri dari koordinator dan satgas 

bidang perubahan, bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan yang 
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terdiri dari koordinator dan anggota bidang koordinasi, bidang data, 

pemantauan, evaluasi dan knowledge management yang terdiri dari 

koordinator dan anggota bidang data.122 

Kemudian dalam SK TPPS Kabupaten Jember ini juga dimuat 

tentang perintah pembentukan TPPS tingkat kecamatan yang dibentuk di 

setiap kecamatan se-Kabupaten Jember. Melalui hal ini, Ketua Pelaksana 

TPPS Kabupaten Jember Kabupaten Jember mengeluarkan Keputusan 

Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB Jember/2024 

Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten 

Jember Tahun 2024. 

Tim TPPS Kecamatan bertugas untuk membantu koordinasi dan 

operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam 

rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatana 

penurunan stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan pemanfaatan 

dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. 

Sebagaimana TPPS tingkat kabupaten, TPPS kecamatan juga 

memiliki tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang sama dengan 

TPPS kabupaten. TPPS Kecamatan terdiri dari 2 tim besar, yakni tim 

pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari ketua dan anggota 

tim pengarah. Sedangkan tim pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, 

dan sekretaris tim. Disamping itu, terdapat bidang-bidang yang 

merupakan pelaksana pencegahan stunting sebagaimana tugas masing-

                                                             
122 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang Tim 

Percepatan Penurunan Stunting. 
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masing bidang. Bidang tersebut meliputi bidang koordinasi pelayanan 

intervensi sensitif dan intervensi spesifik, bidang koordinasi penggerakan 

lapangan, dan bidang koordinasi data. Susunan kenggotaan TPPS dari 

masing-masing kecamatan di tentukan oleh masing-masing kecamatan. 

123 

Kemudian, berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 

188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember 

Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting 

Tahun 2024 terdapat 50 (lima puluh) Kecamatan dengan desa yang 

menjadi prioritas dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting. 

Keputusan Bupati ini bertujuan untuk memetakan desa-desa di 

Kabupaten Jember dan menjadikan desa lokus stunting menjadi model 

untuk diterapkan di wilayah lain demi mendorong pertumbuhan anak 

yang lebih sehat dan produktif di masa depan.124 

Jika melihat dari kondisi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 

Jember. Pencegahan perkawinan anak merupakan langkah strategis yang 

perlu dilakukan untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya 

masyarakat, dan komunitas lokal, termasuk melalui edukasi, pemberdayaan 

                                                             
123 Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting, Keputusan Ketua Tim Percepatan Pencegahan 

Stunting Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB Jember/2024 Tentang Tim Percepatan 

Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024. 
124 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan 

Stunting Tahun 2024. 
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perempuan, serta penerapan kebijakan yang mendukung. Namun, efektivitas 

pelaksanaan pencegahan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung 

dan penghambat yang ada di masyarakat. 

Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, kesadaran 

masyarakat yang meningkat, serta dukungan dari berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun non-pemerintah. Di sisi lain, berbagai hambatan seperti 

norma budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta tantangan 

ekonomi seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program 

pencegahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, terdapat 

sejumlah faktor yang mendukung pelaksanaan pencegahan perkawinan anak 

di Kabupaten Jember:  

1) Kualitas SDM Stakeholder yang Mendukung 

Menurut Bapak Joko Sutriswanto, keberhasilan pencegahan 

perkawinan anak di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh kualitas 

SDM dari para stakeholder. Termasuk perangkat daerah, organisasi 

pemerintah provinsi, dan instansi pusat yang ada di Jember seperti 

pengadilan agama, polres, dan kodim. Semua pihak dinilai memiliki 

respons yang cepat dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan 

program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

Tingginya keterlibatan stakeholder mendukung keberhasilan 

program pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan laporan BPS 

Jember, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember meningkat dari 
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69,92 pada tahun 2022 menjadi 70,34 pada tahun 2023, yang 

menunjukkan potensi kualitas SDM dalam mendukung kebijakan ini.125 

2) Dukungan Anggaran dan Kerjasama dengan Lembaga Sosial 

Kabupaten Jember memiliki dukungan anggaran baik dari 

pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat. Contohnya, lembaga 

seperti Tanoker menyediakan slot kegiatan yang digunakan untuk 

sosialisasi perlindungan anak. Kerjasama semacam ini menjadi faktor 

pendukung yang signifikan.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 

Rp3.923.045.237.662,00.126 Dari jumlah tersebut, sektor pendidikan 

menerima alokasi sebesar 24% dari total APBD Jember tahun 2023, yang 

menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan 

pendidikan.127 Alokasi ini mendukung berbagai program, termasuk 

sosialisasi di komunitas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Kabupaten Jember. 

 

 

                                                             
125 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Jember 2023,” BPS Kabupaten Jember, 15 Januari, 2024, 

https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-

kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 12 Januari 2025. 
126 Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. 
127 Nimas, “APBD untuk Pendidikan Jember,” Kompasiana, 29 Maret, 2023, 

https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-

pendidikan-jember. Diakses pada 12 Januari 2025. 

https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
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3) Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung 

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember 

didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan 

hukum sekaligus panduan pelaksanaan di tingkat daerah. Regulasi-

regulasi ini mencakup Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran (SE), dan 

Peraturan Bupati (Perbup) yang saling melengkapi untuk menciptakan 

kerangka kerja yang efektif dalam pencegahan perkawinan anak. 

Regulasi-regulasi ini telah memberikan landasan yang kuat untuk 

mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. 

Dengan adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, diharapkan 

pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan 

dampak yang signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak di 

wilayah tersebut. 

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaan 

program ini juga menghadapi hambatan, antara lain: 

1) Kualitas SDM Masyarakat yang Masih Rendah 

Beberapa masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis 

Madura, masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap ajaran 

agama. Mereka menganggap menikahkan anak yang sedang pacaran 

sebagai kewajiban agama, meskipun pemahaman tersebut tidak 

sepenuhnya benar. Menurut Jayadingrat, sifat kolot masyarakat 

pedesaan yang sangat memegang nilai-nilai adat dan keagamaan inilah 
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yang menjadikan sulitnya penanganan perkawinan anak di 

Indonesia.128 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, data menunjukkan 

bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jember pada 2023 masih 

rendah, yaitu 7,3 tahun (BPS Kabupaten Jember), setara dengan 

jenjang SMP kelas 1. Rendahnya pendidikan menjadi akar masalah 

salah pemahaman terhadap pentingnya pendidikan anak.129 

2) Kemiskinan Struktural 

Menurut Bapak Joko, kemiskinan menjadi salah satu faktor 

utama yang mendukung terjadinya perkawinan anak. Anak-anak dari 

keluarga miskin seringkali tidak melanjutkan pendidikan dan menikah 

di usia dini. Kemiskinan ini kemudian diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan 

yang sulit diputus. 

Kemiskinan diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama 

penyebab perkawinan anak. Orang tua dari keluarga miskin sering 

memilih menikahkan anaknya dini karena keterbatasan ekonomi. 

Tingkat kemiskinan di Jember pada 2024 adalah 9,01%, dengan 

sekitar 224.770 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 

                                                             
128 Jayadingrat, Perkawinan Pada Usia Muda, 35. 

129 BPS Kabupaten Jember, “Kabupaten Jember dalam Angka 2023,” BPS Kabupaten Jember 

28 Februari, 2023, 

https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-

jember-dalam-angka-2023.html. Diakses pada 12 Januari 2025. 

https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html
https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html
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Kemiskinan ini diperparah dengan rendahnya pendapatan rata-rata 

keluarga miskin, sekitar Rp 50.000–Rp 60.000 per hari.130 

3) Ketidaksesuaian Persepsi Antarlembaga 

Ketidaksepahaman antara Pengadilan Agama dan Pemerintah 

Kabupaten Jember mengenai pelaksanaan Sebup Jember No. 

474/2024 tentang Pelayanan Diska menjadi hambatan lain. 

Contohnya, ketidakselarasan dalam persyaratan rekomendasi yang 

ditentukan membuat proses pelaksanaan kebijakan kurang optimal. 

Hal ini menjadikan masyarakat yang akan mengurus masalah 

penetapan diska di Pengadilan Agama Jember mendapat 

ketidakpastian dalam prosesnya. Pasalnya, masyarakat diwajibkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menaati prosedur 

pengurusan diska dengan mengurus dokumen-dokumen yang telah 

ditentukan dan mengikuti berbagai bimbingan dan arahan yang 

tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun 

ketika sudah masuk di proses peradilan, ternyata keputusan majelis 

hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, akibat tidak 

terpenuhinya syarat formil maupun materiil sesuai undang-undang dan 

penilaian majelis hakim. Sehingga dari hal ini masyarakat akan 

mengalami kerugian materiil berupa waktu dan uang yang telah 

dikeluarkan dan dikorbankan untuk hal ini.  

                                                             
130 BPS Kabupaten Jember, “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember,” BPS 

Kabupaten Jember, 1 Agustus, 2024, 

https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-

kabupaten-jember.html. Diakses pada 12 Januari 2025. 

https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html
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4) Kurangnya Pemahaman Pemerintah di Tingkat Akar Rumput 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT dan RW di Desa 

Cangkring, implementasi Segub Jatim No. 474/2021 belum 

sepenuhnya dipahami di tingkat masyarakat. Ketua RT dan RW tidak 

mengetahui peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak, 

sehingga kebijakan tersebut kurang terealisasi di lapangan. 

Ketua RT/RW di Desa Cangkring mengaku tidak memahami 

peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak, meskipun terdapat 

instruksi melalui Segub Jatim No. 474/2021. Hal ini menunjukkan 

minimnya sosialisasi kebijakan di tingkat akar rumput, yang 

diperparah dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi. 

Data menunjukkan bahwa 60% wilayah Jember masih berada dalam 

kategori "desa berkembang".131 

2. Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember Perspektif Teori 

Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam teori Merille S. 

Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua 

variabel tersebut berfokus pada:  

                                                             
131 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, “Laporan Kinerja Instansi/Pemerintah Laporan 

Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023,” Pemkab Jember, 26 Januari, 2024, 

https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709113381-LAKIP-30-2024.pdf. Diakses 

pada 12 Januari 2025. 

https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709113381-LAKIP-30-2024.pdf
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a. Kejelasan kepentingan dan tujuan target implementasi yang termuat 

dalam isi kebijakan 

b. Manfaat yang diharapkan diterima oleh target implementasi 

c. Target perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 

d. Kesesuaian isi kebijakan dengan kondisi target implementasi 

e. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan132 

Segub Jatim No. 474/2021 yang menjadi objek kebijakan dalam 

penelitian ini merupakan kebijakan yang bersifat menghimbau dan 

mengarahkan pemerintah dan masyarakat Jawa Timur dalam melakukan 

pencegahan perkawinan anak. Dalam SE ini termuat enam himbauan yang 

keseluruhannya merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan 

perkawinan baik melalui program kesehatan, pendidikan, maupun sosial 

ekonomi. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi Grindle, 

implementasi SE ini di Kabupaten Jember dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Isi Kebijakan 

Impelementasi Segub Jatim No. 474/2021 jika dipandang dari 

variabel ini dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator penting, 

meliputi kejelasan kebijakan, manfaat kebijakan, dan target kebijakan. 

Segub Jatim No. 474/2021 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan 

anak, melindungi hak anak, meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan 

pengendalian kuantitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas 

kesehatan dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jember, 

                                                             
132 Pramono, Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, 5. 
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terdapat dua regulasi utama yang telah mencakup tujuan SE Gubernur 

Jatim dibentuk yakni Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA dan 

Perbup Jember No. 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan 

Stunting Terintegrasi.  

Segub Jatim No. 474/2021 juga telah memuat dengan jelas 

pengaturan pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur dengan 

menghimbau kepada pemerintahan tingkat kabupaten/kota hingga 

pemerintahan tingkat RT untuk melakukan pencegahan perkawinan anak 

melalui program sosialisasi, pembentukan regulasi dan program, serta 

pembentukan satgas dan tim pencegahan perkawinan anak. Melalui 

himbauan ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan 

beberapa regulasi yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui 

program-program kesetahan dan pendidikan. Regulasi tersebut meliputi 

SK TPPS Jember No. 188 Tahun 2024, Sebup Jember No.474/2021, 

Inbup No. 10 Tahun 2021, serta SK GTA KLA Jember No. 188 Tahun 

2022.   

Selain itu, Segub Jatim No. 474/2021 juga mengatur dengan jelas 

usia minimum perkawinan 19 tahun dan usia ideal perkawinan 21 tahun 

untuk wanita dan 25 tahun untuk pria sebagaimana pasal 7 UU No. 16 

Tahun 2019. SE ini juga mengatur mengenai himbauan pelaksanaan 

program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM 

masyarakat serta penyediaan layanan konseling dan pembinaan 

masyarakat melalui program PUSPAGA sebagai upaya memberikan 
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pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta keterampilan 

masyarakat.   

Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember 

telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana isi himbauan yang ada. SE 

ini telah diintegrasikan kedalam semua regulasi lokal Kabupaten Jember 

tentang pencegahan perkawinan anak, sehingga upaya pencegahan 

perkawinan anak telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam SE 

Gubernur.  

Akan tetapi, keberhasilan implementasi pencegahan perkawinan 

anak tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sempurna. Namun 

juga ditentukan oleh faktor lain seperti peran implementor, lingkungan 

implementasi serta kondisi masyarakat impelementasi. Sehingga 

diperlukan adanya koordinasi dan pemahaman yang baik dalam 

pelaksanaannya agar dapat tercapai tujuan kebijakan secara efektif dan 

efisien. 

b. Lingkungan Implementasi 

Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember 

dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan yang meliputi faktor 

pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah 

kualitas SDM dari stakeholder pelaksana kebijakan. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Joko Sutriswanto, SDM di Kabupaten Jember, 

termasuk perangkat daerah, organisasi pemerintah provinsi, hingga 

lembaga seperti Pengadilan Agama, Polres, dan Kodim, dinilai memiliki 
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respons cepat dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Dukungan ini menjadi modal penting dalam memperkuat koordinasi 

lintas lembaga untuk menekan angka perkawinan anak. Selain itu, alokasi 

anggaran dari pemerintah dan organisasi masyarakat, seperti Tanoker, 

juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Organisasi masyarakat 

tersebut aktif berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang 

memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. 

Di sisi lain, hambatan dalam implementasi kebijakan ini masih 

cukup kompleks. Salah satu tantangan besar adalah rendahnya kualitas 

SDM masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis Madura, yang 

masih kerap salah memahami ajaran agama. Kesalahan penafsiran 

terhadap ayat-ayat agama sering kali dijadikan pembenaran untuk 

menikahkan anak di usia dini. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat, di mana banyak anak yang tidak bersekolah dan 

akhirnya memilih untuk menikah di usia muda. Faktor ini menunjukkan 

perlunya pendekatan edukasi berbasis agama dan budaya yang lebih 

intensif untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait perkawinan anak. 

Faktor kemiskinan juga menjadi salah satu hambatan utama 

dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak 

Joko Sutriswanto, kemiskinan struktural yang turun-temurun 

mengakibatkan anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan akses 

pendidikan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan 

untuk menikah di usia muda dan melanjutkan siklus kemiskinan di 
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generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali memilih 

untuk menikah dan bekerja, meskipun pekerjaan yang tersedia tidak 

mampu mengangkat mereka dari kemiskinan. Situasi ini memerlukan 

intervensi yang lebih strategis dalam bentuk program pemberdayaan 

ekonomi dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 

Selain itu, terdapat kendala koordinasi dan perbedaan persepsi 

antar lembaga terkait implementasi kebijakan. Sebagai contoh, 

Pengadilan Agama yang bertugas menangani perkara dispensasi kawin 

memiliki pandangan yang berbeda terhadap kewajiban rekomendasi 

dalam Surat Edaran. Ketidaksinkronan antara rekomendasi psikolog, 

BKKBN, dan SE tersebut mencerminkan kurangnya keselarasan antar 

lembaga, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan 

kebijakan. Di tingkat lokal, kurangnya pemahaman Ketua RT dan RW 

tentang peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak juga menjadi 

tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua RT dan RW Desa 

Cangkring, mereka tidak memahami tugas terkait pencegahan 

perkawinan anak, sehingga peran mereka belum optimal. Hal ini 

menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih 

merata kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat desa, untuk 

mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Segub Jatim No. 

474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan. Analisis terhadap aspek-aspek kebijakan, 

lingkungan implementasi, dan peran para pihak telah memberikan pemahaman 

mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan serta tantangan yang dihadapi. 

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Segub Jatim No. 

474/2021 telah berjalan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam regulasi 

lokal, seperti Perda KLA dan Perbup Pencegahan Stunting. Kebijakan ini 

bertujuan meningkatkan perlindungan anak melalui pengaturan usia 

minimum dan ideal perkawinan, program wajib belajar 12 tahun, serta 

layanan konseling dan pembinaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten 

Jember juga mendukung kebijakan ini dengan program-program kesehatan 

dan pendidikan, seperti SK TPPS dan SE Bupati, yang memperkuat upaywa 

pencegahan perkawinan anak. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidawk 

hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sudah jelas, tetapi juga olewh 

faktor lain seperti koordinasi antar-stakeholder, peran implementor, dan 

pemahaman masyarakat. Kendala seperti minimnya edukasi masyarakat dan 

kesenjangan dalam koordinasi memerlukan perhatian khusus. Untuk
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 mencapai efektivitas kebijakan, diperlukan sinergi yang lebih kuat, 

peningkatan pemahaman masyarakat, serta pelibatan seluruh elemen 

pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. 

efisien. 

2. Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember dapat dianalisis 

dengan perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dari 

variabel isi kebijakan, SE ini telah memiliki kejelasan tujuan dan manfaat yang 

jelas dalam upaya menekan angka perkawinan anak, serta mencakup berbagai 

regulasi yang relevan seperti Perda KLA dan Perbup Pencegahan Stunting. 

Kebijakan ini juga telah diintegrasikan ke dalam regulasi lokal Kabupaten 

Jember, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan anak, kualitas SDM, 

serta pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini 

sudah dijabarkan dengan baik, keberhasilannya masih tergantung pada faktor-

faktor lingkungan implementasi. Dari sisi lingkungan implementasi, 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung, seperti kualitas SDM yang baik di level stakeholder, komitmen 

lintas lembaga, serta dukungan anggaran dari pemerintah dan organisasi 

masyarakat. Namun, masih ada tantangan besar terkait dengan pemahaman 

masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan etnis Madura, yang seringkali 

salah menafsirkan ajaran agama sebagai pembenaran untuk perkawinan anak. 

Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan 

utama. Selain itu, perbedaan persepsi antar lembaga, terutama antara 

Pengadilan Agama dan pemerintah kabupaten mengenai kewajiban 
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rekomendasi, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi. Oleh karena 

itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi secara maksimal, dibutuhkan 

sinergi yang lebih baik antara pihak terkait, serta upaya edukasi yang lebih 

intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

pentingnya pencegahan perkawinan anak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Segub Jatim No. 

474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, 

berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan: 

1. Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya meningkatan koordinasi dan 

sinkronisasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

2. Penelitian ini tidak membahas implementasi pencegahan perkawinan anak 

di Kabupaten Jember dari sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu, 

peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan sosiologis untuk 

menganalisis masalah ini, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

perkawinan anak di Kabupaten Jember dapat teridentifikasi. 
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